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KATA PENGANTAR 

ASEAN adalah salah satu komunitas masyarakat ekonomi regional yang memiliki pertumbuhan 

tercepat dengan jumlah populasi manusia mencapai 600 juta orang. Heterogenitas dari negara-negara 

anggota ASEAN lebih beragam dalam beberapa aspek dan memiliki kesenjangan yang tinggi pada jumlah 

populasi, latar belakang budaya, struktur dan perkembangan ekonomi, serta tingkat pendapatan. Indonesia 

berada di posisi ketiga dalam biaya produksi untuk domba dan kambing, serta keempat untuk sapi dan 

ayam dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia harus 

meningkatkan efisiensi produksi guna mencapai status kompetisi yang lebih baik. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah melalui penerapan program pemuliaan ternak pada peternak kecil, namun hingga kini 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan pendekatan holistik di luar unsur teknis 

untuk mengatasi kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya alam, kebijakan nasional terkait, pendanaan 

jangka panjang dan partisipasi masyarakat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

populasi ternak adalah mensukseskan program upaya khusus (UPSUS) sapi indukan wajib bunting 

(SIWAB). Penerapan program SIWAB bertujuan meningkatkan populasi guna memenuhi kebutuhan 

pangan asal hewan melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam (INKA). Kesuksesan 

program SIWAB memerlukan pemahaman sains, penguasaan teknologi dan penerapan manajemen 

reproduksi dengan benar agar angka kebuntingan yang ditargetkan oleh program UPSUS dapat tercapai. 

Teknologi lain yang dapat membantu kesuksesan kebuntingan ternak adalah melalui proses fertilisasi in 

vitro untuk menghasilkan embrio melalui proses hatching dan implantasi. Assisted hatching adalah 

teknologi berbantu untuk mempermudah terjadinya proses hatching melalui proses enzimatis, kimiawi, 

mekanis dan penggunaan sinar laser. Teknologi tersebut mampu meningkatkan persentase keberhasilan 

hatching dan implantasi embrio, namun teknik ini hanya digunakan terutama pada kasus program 

fertilisasi in vitro yang terhambat. Sumber pangan asal hewan lainnya juga perlu diperhatikan seperti 

pengembangan ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB)  di Kalimantan Selatan. Berbagai strategi 

disusun untuk pengembangan ayam KUB melalui penerapan teknologi pakan yang benar, pencegahan 

penyakit dan penguatan jaringan pemasaran produk untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 

Demikian isi publikasi edisi nomor satu tahun 2017 ini, semoga bermanfaat bagi pembaca, 

pengembangan peternakan dan kemajuan ilmu peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Dewan 

penyunting menyampaikan terimakasih kepada para penulis, mitra bestari dan semua yang terlibat dalam 

edisi publikasi ini 
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Ketua Dewan Penyunting 
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ABSTRACT 

ASEAN is one of the fastest growing regional economic communities and its combined human population of around 600 

million people. Heterogeneity of ASEAN member countries includes population size, cultural background, structure and 

development of the economy, and level of income. Agriculture is well known as one of the key engine of economic growth of the 

ASEAN member countries, seen from the fact that most of the countries in this region are strongly depend on this sector 

including animal production. The purpose of this paper is to discuss the competitiveness of Indonesian production costs of 

selected livestock products compared to other ASEAN member countries. The following member countries are at their first rank 

or competitiveness status for the livestock and poultry commodities, namely Cambodia for beef cattle, Malaysia for pigs, the 

Philippines for sheep and goats, and Thailand for broiler chickens. Indonesia with the highest poultry population in the region, 

compared to Thailand, Malaysia, and the Philippines has not yet performed as that good in terms of production costs. The 

position of Indonesia based on production cost was at the fourth rank for beef, third for sheep and goat, and fourth for broiler 

compared to other ASEAN member countries. Therefore, Indonesia should improve the efficiency production of livestock and 

poultry to achieve better competition status. 

Key words: ASEAN, livestock, production, competitiveness 

ABSTRAK 

ASEAN adalah salah satu komunitas masyarakat ekonomi regional dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan jumlah 

penduduk sekitar 600 juta orang. Heterogenitas negara anggota ASEAN meliputi jumlah populasi, latar belakang budaya, 

struktur dan perkembangan ekonomi, serta tingkat pendapatan. Pertanian dikenal sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi 

negara-negara anggota ASEAN, karena sangat bergantung pada sektor pertanian termasuk peternakan. Tujuan penulisan makalah 

ini adalah untuk membahas daya saing biaya produksi Indonesia untuk produk ternak dibandingkan dengan negara anggota 

ASEAN lainnya. Negara peringkat pertama status daya saing untuk komoditas peternakan, yaitu Kamboja untuk sapi potong, 

Malaysia untuk babi, Filipina untuk domba dan kambing, serta Thailand untuk ayam broiler. Indonesia dengan populasi unggas 

tertinggi di wilayah ini, masih menerapkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan 

Filipina. Posisi Indonesia berdasarkan biaya produksi berada pada peringkat keempat untuk daging sapi, ketiga untuk domba dan 

kambing, serta keempat untuk ayam pedaging dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Karena itu, Indonesia harus 

meningkatkan efisiensi produksi ternak untuk mencapai status persaingan yang lebih baik. 

Kata kunci: ASEAN, peternakan, produksi, daya saing 

INTRODUCTION 

Southeast Asian region is one of the fastest 

growing regional economic communities, which 

according to ASEAN statistic 2014 has population of 

more than 625 million people and relatively high 

employment share of agriculture sector (ASEAN 

2014). In addition to that ASEAN member countries 

are diverse in many aspects includes population sizes, 

cultural backgrounds, structure, and development of the 

economies. Indonesia being the highest human 

population country in the region, with more than 250 

million peoples, has about 52% of the people live in 

urban areas. This country also has 35% employment 

share in agricultural sector as opposed to Brunei, the 

least populated country in the region, with 500 thousand 

people and only 1,000 people were working in 

agricultural sector. Furthermore, Singapore as an island 

country with 4,5 million human population, almost 

entire population live in urban area, with only 2,000 of 

people working in agriculture sector. 
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It is understandable that a country with a growing 

middle and high income household pushes the demand 

for high income elastic commodity such as livestock 

products. This includes particularly meat, which after 

all will stimulate the red and white meat industries to 

grow fast. Indonesia, being the largest country in the 

region in terms of human population, and with about 

52% of urban population, is likely to have high 

potential demand for high protein food including 

livestock products. This situation creates an increasing 

pressure on the livestock subsector to meet the growing 

demand for a high-value animal protein (Matsumura 

2011). Consequently, livestock subsector will grow in 

line with a combination of human population growth, 

rising incomes, and urbanization, since there is a strong 

positive relationship between increasing of income of a 

household and growing consumption of animal protein 

(European Union 2015). 

In general, these particular households which 

categorized as middle and upper income household, 

have higher demand for meat, milk, and eggs along the 

tendency to reduce the expenditure on carbohydrate 

source foods. OECD-FAO (2015) further found that the 

major changes in the demand were observed in 

developing countries, where continued but slowing 

population growth, rising per capita incomes and 

urbanization all increase the demand for food. Rising 

incomes prompt consumers to diversify diets by 

increasing the consumption of animal protein relative 

to starches. For this reason, the prices of meat and dairy 

products are expected to be high relative to the prices 

of crops, while among crops, the prices of coarse 

grains, and oilseeds used for feed should rise relative to 

the prices of food staples. 

Agriculture is well known as one of the key 

engine of economic growth of the ASEAN countries, 

seen from the fact that most of the countries in this 

region are strongly depend on this sector. In addition to 

that, due to the fact that Southeast Asia has a dynamic 

geographical characteristics of its tradition, ASEAN 

region has a variety of food and agriculture tradition, 

which makes a number of ASEAN member countries 

ranked as worldwide top exporters in agricultural 

products such as rice, fruits, vegetables, and coffee. 

ASEAN also has a role as a global leader in industrial 

corps like palm oil, rubber, and pepper, which therefore 

has strong trade links for these industrial products with 

other countries across the globe, particularly with 

countries who have established trade relationship with 

many ASEAN member states. This fact proofs that the 

development of the agriculture sector in the region will 

remain one of the most important area for economic 

growth under ASEAN cooperation (CEIC Data 2016). 

According ASEAN (2008), significant progress 

has been made in the advancement of ASEAN’s 

regional economic integration. The removal of formal 

restrictions in different areas, along with other 

facilitating domestic, and external factors, has 

contributed to growing trade and investment in the 

region. Intra-ASEAN tariffs have gone down 

significantly, and are now close to negligible in the 

case of Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore, and Thailand (ASEAN6), although the real 

impact to business will depend on the degree of 

preference utilization. While growing relatively faster 

than the overall ASEAN trade, the performance of 

intra-ASEAN trade has been uneven across the priority 

integration sector. In particular, the growth in intra-

ASEAN exports in 2007-2013 has been slower than 

that in extra-ASEAN exports in all but three priority 

integration sectors, the exceptions were fisheries, 

automotive, and electronic products. 

There are five core elements of its single market 

and production base according to the (ASEAN 2008). 

They include free flow of goods, free flow of services, 

free flow of investment, free flow of capital, and free 

flow of skilled labor. In addition to that, systems of 

standards, quality assurance, accreditation, and 

measurement are crucial to promote greater efficiency 

and enhance cost effectiveness of production of intra-

regional imports and exports. Therefore, purpose of this 

paper is to discuss and compare the production costs of 

selected livestock products in each ASEAN member 

country to describe how competitiveness its products. 

In addition, using the producer prices information as a 

proxy for comparison between countries, it will 

identify which member country has the most cost 

effectiveness to produce red and white meats from 

selected livestock species, such as beef, sheep and 

goats, broiler, and pigs.  

INDICATOR OF COMPETITIVENESS FOR 

SELECTED LIVESTOCK COMMODITIES 

There are 10 member countries of ASEAN, 

namely Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, 

Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, 

and Vietnam that could be used for some data analysis. 

Their important indices such as population, agricultural 

land, gross domestic product share of agriculture were 

taken from ASEAN (2014). Data from FAOSTAT 

(2014) were used for identifying livestock population 

and production, as well as producer's price for selected 

meat producing species such as beef cattle, sheep and 

goats, broiler and pigs. However, some information of 

member countries are unavailable. Producer's price 

data related to each country were used as a proxy for 

cost of production. This indicator was then used to 

compare the competitiveness livestock production 

among ASEAN member countries. Previously, using 

different indicators, Tangendjaja (2010) studied the 

competitiveness of Indonesia compared to other 
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ASEAN countries in poultry production based on the 

data of 2004-2008. 

The producer’s price is defined as the amount 

receivable by the producer from the purchaser for a unit 

of a good or service produced as output minus any or 

similar deductible tax, invoiced to the purchaser 

(OECD 2005). It excludes any transport charges 

invoiced separately by the producer. It also excludes 

supplier’s retail and wholesale margins and separately 

invoiced transport and insurance charges. A producer 

price is also considered as the average price or unit 

value received by farmers in the domestic market for a 

specific agricultural commodity produced within a 

specified 12-month period (FAOSTAT 2014). This 

price is measured at the farm gate, that is at the point 

where the commodity leaves the farm, and therefore 

does not incorporate the costs of transport and 

processing. Typically producer prices are seen as prices 

of input goods, which are used to produce final goods. 

Therefore, the producer price may be used as a proxy to 

the production cost of commodities being observed 

(Ready et al 2015). The producer price data series 

presented for selected livestock producing meat such as 

beef cattle, sheep and goats, broiler and pigs, presented 

in FAOSTAT were used as a basis for comparison. 

Since the data are expressed in the same currency unit 

(USD/ton), it helps in obtaining consistent data series 

from different member countries. In order to simplify 

the numbers for comparison, this study converted 

USD/ton as the unit of measurement of producer's price 

to USD/kg. Finally, countries are then ranked based on 

their competitiveness in terms of production costs for 

producing meat from beef cattle, sheep and goats, 

broiler and pigs. 

Domestic resources cost (DRC) approach has been 

widely used to measure products competitiveness as a 

comparative advantage , however due to specific needs 

of policy analysis and its goal, therefore concepts and 

size of its competitiveness could be varied across 

geographically, products, and time dimension 

(Ambastha & Momaya 2004; Bojnec & Fertő 2012). 

Domestic inputs cost, revenue, and tradable input costs 

were factors that affected into DRC, where 0<DRC<1 

indicated its products in a comparative competitiveness 

commodity (Monke & Pearson 1989; Masters & 

Winter-Nelson 1995). The DRC has been defined as 

the shadow value of non tradable factor inputs used in 

an activity per unit of tradable value added. Daryanto 

(2007; 2009; 2010) had reported this DRC approach to 

measure livestock competitiveness in Indonesia for 

beef cattle and poultry production. 

RESOURCES FOR COMPETITIVENESS AND 

COMPARATIVE ADVANTAGES 

DETERMINATION 

In general, human population growth in the region 

was considered high (1.3%). Indonesia is a country 

with the largest population (250 million), among 

ASEAN member countries followed by the Philippines 

(almost 100 million), Vietnam (90 million), Thailand 

(68 million), and Myanmar (62 million). Other ASEAN 

countries have lower population, ranging from Brunei 

(0.5 million) to Malaysia (30 million). The highest 

population growth of 2.0% was observed in Lao PDR 

with population around 7 million. Among five 

countries with high human population, the Philippines 

has the highest population growth rate (1.8%) 

compared to the average population growth of the 

region 1.3%, and Thailand shows the least population 

growth of only 0.5% in the region (Table 1). 

Livestock products are considered as high income 

elastic commodity; therefore, it is interesting to observe 

the proportion of urban population and GDP per capita 

in each member country. Urban population represents 

middle and upper income households, which are 

spending more of their incomes for livestock and 

horticulture products compared to carbohydrate source 

foods. Table 2 indicates that in 2013, potential 

consumers of livestock products are estimated to be 

high in Singapore with 100% of the population stay in 

the urban area, followed by Malaysia (73%), Indonesia 

(52%), while other member countries have less than 

50% of their urban population. 

The population distribution can also be used to 

estimate potential livestock producers. Portions of 

population who are staying in rural areas have their 

predominat source of income from the agriculture 

sector including livestock subsector. This agricultural 

population becomes a good indicator as potential 

agricultural including livestock producer. For example, 

Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, and the 

Philippines are among member countries with higher 

portion of people working in agricultural sector, which 

is indicated by respective agricultural population. 

Agricultural population of the region also varies from 

only 1,000 people in Brunei to 2,000 people in 

Singapore as opposed to almost 50 million people in 

Indonesia. Table 3 further explains that agricultural 

population seems to be closely related to total 

population and total agricultural land in each country. 

Indonesia has the largest agricultural land of 56.5 

million ha within the region compared to other ASEAN  

 

 

 

 

 



WARTAZOA Vol. 27 No. 1 Th. 2017 Hlm. 001-014 

 4 

Table 1. Population of ASEAN member countries, 2006-2013 (000 people) 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (%) 

Brunei 365 370 375 380 387 393 400 406 1.6 

Cambodia 14,081 14,364 13,396 14,085 14,303 14,521 14,741 14,963 1.5 

Indonesia 222,747 225,642 228,523 231,370 237,641 241,991 245,425 248,818 1.4 

Lao PDR 5,747 5,873 6,000 6,128 6,256 6,385 6,514 6,644 2.0 

Malaysia 26,550 27,058 27,568 28,082 28,589 29,062 29,518 29,948 1.5 

Myanmar 56,515 57,504 58,377 59,130 59,780 60,384 60,976 61,568 1.2 

Philippines 86,973 88,575 90,457 92,227 94,013 95,804 97,594 99,385 1.8 

Singapore 4,401 4,589 4,839 4,988 5,077 5,184 5,312 5,399 1.6 

Thailand 65,574 66,041 66,482 66,903 67,313 67,597 67,911 68,251 0.5 

Vietnam 83,311 84,218 85,118 86,024 86,932 87,840 88,773 89,709 1.1 

ASEAN 566,263 574,233 581,136 589,317 600,291 609,161 617,165 625,091 1.3 

Source: ASEAN (2014) 

Table 2. Urban population of ASEAN member countries, 1990-2013 (%) 

Country 1990 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Brunei n.a. 73.6 74.4 n.a. 75.7 78.5 78.7 n.a. 

Cambodia 12.6 20.0 17.8 17.9 19.9 21.0 21.5 21.4 

Indonesia 30.6 43.1 43.1 n.a. 49.8 51.2 51.9 52.0 

Lao PDR 18.1 21.0 29.7 29.7 33.2 35.0 35.3 36.0 

Malaysia 50.7 n.a. 63.4 63.5 71.0 71.9 72.7 73.0 

Myanmar 24.2 30.5 30.5 30.6 30.7 30.8 30.8 30.8 

Philippines 48.8 63.0 63.5 64.2 66.4 48.5 48.6 n.a. 

Singapore 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Thailand 18.7 30.0 32.9 33.8 33.3 36.1 33.9 n.a. 

Vietnam 19.7 27.7 28.2 29.0 30.5 31.6 31.9 32.3 

ASEAN 30.1 44.1 44.3 n.a. 43.6 44.2 44.7 n.a. 

n.a.: not available 

Source: ASEAN (2014) 

member countries. Following Indonesia are Thailand 

with 21.9 million ha, Myanmar 12.6 million ha, the 

Philippines 12.4 million ha. However, proportionally 

Thailand has 43% of its total land area used for 

agricultural purposes, followed by the Philippines 

41.6%, Vietnam 35%, Cambodia 33%, and Indonesia 

31%. 

Furthermore, Table 4 presented some indices 

such as GDP share, employment share, export and 

import share. In terms of GDP share of agricultural 

sector it is obvious that in 2012 Myanmar has the 

largest share of 35% followed by Lao PDR 27%, 

Cambodia 25%, and Vietnam 16%. Table 4 also 

presents the GDP share of Agriculture in the region 

which varies from 1% for Brunei to 35% for Myanmar. 

Indonesia and the Philippines have relatively high 

employment share of agricultural sector which were 

around 35%. Meanwhile, Myanmar, Lao PDR, 

Thailand, Vietnam and Indonesia are member countries 

with higher import share of agricultural sector 

compared to the rest of countries. It is also obvious that 

in 2013 the export shares of agricultural sector in those 

countries were almost twice larger than the import 

share. Employment share of agricultural sector in 2013 

was sequentially presented for Thailand 36%, 

Indonesia 35%, Malaysia 13%, except for some 

countries for which data were unavailable. Import share 

of agricultural sector can also be anticipated using 

information presented in Table 3 on the percentage of 

agricultural land in respective countries. For example, 

in terms of import share of agricultural sector Brunei 

has the largest share by 15% followed by the 

Philippines 11%, while other member countries such as 

Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Vietnam have 
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almost similar share around 8%. On the other hand, 

Myanmar apparently has the largest export share of 

agricultural sector by 30%, followed by Lao PDR 21%, 

Thailand 13.5%, Vietnam 12%, the Philippines 11%, 

and Malaysia 11%. 

As it is expected, Singapore and Brunei 

apparently have the largest GDP per capita among 

member countries ranging from USD 40,000-55,000, 

leaving Cambodia, Myanmar, and Vietnam at their 

level of only USD 800-2,000, and Indonesia was 

slightly higher at USD 3,460. Most countries had 

decreased GDP per capita in 2009, except Indonesia, 

Lao PDR, Vietnam, and Myanmar, but it recovered and 

increased again starting from 2010. Table 5 further 

indicates that only Singapore, Brunei, Malaysia, and 

Thailand are countries with higher GDP per capita 

above average in the region. This also implies that the 

demand for livestock products in these countries is 

expected to be far beyond the rest of the member 

countries. From the data presented in Table 3 and 4, it 

is obvious that Brunei with high GDP per capita also 

has high import share of agricultural sector. However,

Table 3. Land use in ASEAN member countries, 2012 (000 ha) 

Country Total area  

Land area 

Total land 

area 

Agricultural area 

Arable 

land 

Permanent 

crops 

Permanent 

pasture 

Total agric 

(4+5+6) 

% to land 

area 

Agric pop 

(000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Brunei 577 527 4 6 3 13 2.5 1 

Cambodia 18,104 17,652 4,100 155 1,500 5,755 32.6 5,226 

Indonesia 191,093 181,157 23,500 22,000 11,000 56,500 31.2 49,963 

Lao PDR 23,680 23,080 1,450 169 850 2,469 10.7 2,586 

Malaysia 33,080 32,855 965 6,500 285 7,750 23.6 1,513 

Myanmar 67,659 65,329 10,820 1,465 308 12,593 19.3 20,726 

Philippines 30,000 29,817 5,545 5,350 1,500 12,395 41.6 13,571 

Singapore 72 70 1 0 n.a. 1 1.0 2 

Thailand 51,312 51,089 16,650 4,500 800 21,860 42.8 18,032 

Vietnam 33,095 31,007 6,400 3,800 642 10,842 35.0 30,566 

ASEAN 448,672 432,583 69,344 43,945 16,888 130,178 30.1 142,186 

n.a.: not available 

Source: ASEAN (2014) 

Table 4. GDP share, employment, export and import share of agricultural sector of ASEAN member countries, 2012-2013 (%) 

Country 
GDP Share Employment Share Export Share Import Share 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Brunei 1.3 1.3 n.a. n.a. 0.05 0.16 11.95 15.17 

Cambodia 25.0 n.a. n.a. n.a. 3.00 4.52 6.95 6.25 

Indonesia 12.5 12.3 35.1 34.8 17.13 17.04 8.55 8.97 

Lao PDR 26.9 n.a. n.a. n.a. 18.77 21.14 6.68 4.98 

Malaysia 7.3 7.2 12.6 12.7 12.02 10.54 8.50 7.67 

Myanmar 34.9 n.a. n.a. n.a. 35.35 29.60 8.53 8.54 

Philippines 11.1 10.4 32.2 n.a. 9.27 10.92 10.94 10.82 

Singapore 0.0 0.0 n.a. n.a. 2.21 2.41 3.37 3.55 

Thailand 8.4 8.3 38.9 36.2 14.02 13.50 5.23 5.27 

Vietnam 15.8 17.6 48.4 n.a. 14.59 12.24 8.05 7.98 

n.a.: not available 

Source: ASEAN (2014) 
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Malaysia and Thailand with high GDP per capita have 

less import share meaning that these two countries have 

been able to manage their demands for livestock 

products domestically. 

Jabbar (2015) reviewed the ASEAN Economic 

Community (AEC) blueprint which envisages that 

cooperation in food, agriculture and forestry is one of 

the seven key elements or approaches to create ASEAN 

as a single market and production base. Within 

agriculture, livestock sub-sector plays a key role in 

growth, employment, trade, food and nutrition security, 

poverty alleviation and gender equality. Share of 

agriculture in GDP usually declines with economic 

development but within agriculture share of livestock 

tends to increase due to changes in demand and dietary 

pattern towards protein rich foods. The same kind of 

changes is taking place in various degrees in ASEAN 

member states because of different levels of their 

development. 

Furthermore, Faizaty (2014) underlined that GDP 

of an exporter country measures the production 

capacity of the country, while GDP of an importer 

country measures capacity to absorb by the country. In 

addition, country's national income in terms of GDP or 

per capita income, as well as the GDP sum of the 

trading partners also influence the trading between the 

countries. Other important factors include human 

population, exchange rate, distance as a proxy of 

transportation costs, import tariff, and trade 

cooperation. So far Singapore, Malaysia and Thailand 

have enjoyed the regional market under AEC, while 

Indonesia has not yet been as that beneficial compared 

to those countries. Consequently, Indonesia has to 

improve some of the livestock and poultry production 

parameters to reduce production costs in order to 

achieve a better competition status. 

The region has total agriculture land of 130 

million hectares or about 31% of the total land 

available in the area and the region varies in its 

livestock and poultry population. Within the region, 

Indonesia evidently leads on the population of beef by 

16.6 million heads, sheep 14.5 million heads, goats 

18.6 million heads, and chickens 1,793 million heads. 

Vietnam and the Philippines lead in pigs population by 

26.2 million heads and 11.8 million heads respectively, 

and these figures show similar pattern for meat 

production in the respective countries. Moreover, the 

population figures grew positively from 2010-2013 in 

all member countries with exemption for buffalo, 

chicken in Cambodia, and sheep-goats in all countries 

except in Indonesia, Lao and Myanmar. Beef cattle 

population was very minimal in both Brunei and 

Singapore, but moderately found in Malaysia, Lao 

PDR, the Philippines, and Cambodia. Indonesia, 

Thailand and Vietnam are member countries which 

were considered to have reasonably high beef cattle 

population. Finally, pig population was significantly 

shown by Vietnam, the Philippines, Indonesia and 

Thailand. 

Note that Indonesia was the only country in the 

region which has significant sheep population 

compared to the rest of the member countries. 

Similarly, goats population was predominantly found 

in Indonesia, the Philippines and Vietnam. Indonesia is 

also leading in chicken population in the region, while 

Malaysia, Thailand, Vietnam, and the Philippines have 

almost similar number of chicken population (Table 6). 

Table 5. GDP per capita at current prices, 2006-2013 (USD) 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brunei 31,452 33,191 38,621 28,454 32,063 42,431 42,445 39,679 

Cambodia 515 601 827 735 785 882 950 1,037 

Indonesia 1,636 1,910 2,244 2,359 2,988 3,498 3,563 3,460 

Lao PDR 576 719 882 913 1,079 1,262 1,443 1,548 

Malaysia 6,160 7,166 8,393 7,216 8,515 9,962 10,346 10,420 

Myanmar 233 333 436 538 706 853 885 888 

Philippines 1,408 1,717 1,917 1,829 2,127 2,339 2,568 2,707 

Singapore 33,580 39,224 39,724 38,577 46,570 52,865 54,007 55,182 

Thailand 3,162 3,743 4,106 3,947 4,743 5,116 5,391 5,679 

Vietnam 798 918 1,165 1,232 1,338 1,543 1,755 1,909 

ASEAN 1,955 2,309 2,647 2,610 3,162 3,619 3,781 3,832 

Source: ASEAN (2014) 
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Otte (2014) agreed that heterogeneity prevails in 

ASEAN member countries are rather diverse in many 

aspects and large disparities exist in population sizes, 

cultural backgrounds, structure and development of the 

economies, and levels of disposable income. Likewise, 

large differences exist in the structure of the livestock 

sectors of members and their respective levels of 

technology adoption. Livestock and poultry meat 

production in the region may also be a reflection of the 

level of technology adoption in each member country 

(Table 7). 

It is interesting to know how these livestock and 

poultry sectors performed in each ASEAN member 

countries, and which species is performing better than 

the other within the country and between countries. 

Assessment of these sectors focused only on four 

groups of meat producing species, namely beef, pigs, 

sheep and goats, and broiler since these animals species 

are considered as major meat producer and showed 

their positive growth during the period of 2010-2013. 

Producer's price of live weight of each species 

measured by USD/ton was used as a measure, because 

it is a good proxy to measure the production cost, as 

one of elements of competition in producing livestock 

and poultry in the region. Therefore, the least the 

production cost of a livestock species among member 

countries, the more competitive status of the respective 

country. 

Table 8 presents different production costs of live 

beef cattle in eight member countries. It indicates that 

in 2013 Cambodia was the most competitive country to 

produce per kg live beef cattle at USD 1.97, followed 

by the Philippines USD 2.06, Malaysia USD 3.27, and 

Indonesia USD 3.34. However, Indonesia at its rank 4th 

still has a good potency to produce competitive live 

beef cattle through its current national program to 

accelerate palm oil-beef cattle integration system. 

Technologies and innovations to implement the 

integrated oil palm-ruminants are already made 

available national wide as a way to achieve better 

production efficiency for both enterprises, the oil palm 

estate and the ruminant productions. Research and 

development in the integrated oil-palm and beef cattle 

system have been carried out in Indonesia particularly 

in the island of Sumatera and Kalimantan since 2003 

where the fast majority of oil-palm plantation takes 

place, and shows very promising results in terms of 

reducing production cost and increasing beef cattle 

population (Sudaryanto 2017). 

In addition to that, recently there has been effort to 

also integrate sheep with oil palm estate; hence, these 

ruminant productions are expected to be more efficient 

in the future. Feed technology to optimize the use oil 

palm leaves and fronds along with its factory by 

products as ruminants feed has also been introduced to 

some oil palm enterprises with good prospect and 

promising results. The series of research done in this 

area has proved evidently that for each one hectare of 

oil palm plantation, there is biomass available as feeds 

for one mature cattle. 

As far as beef cattle production is concerned, with 

current Indonesia's national program to accelerate beef 

production through oil-palm-beef cattle integrated 

system, the program will, in the near future, change the 

country's position in producing beef cattle which is 

currently at 4th rank within ASEAN member countries. 

According to DGEC (2015) data, given current 11 

million hectares of oil-palm plantation area, with 

potential stocking rate of 1.5 to 2 heads of mature cattle 

per hectare (Mathius 2008; 2009), there is a potential 

for additional two million mature cattle population for 

this country. This will provide additional live cattle 

supply as mature-ready to slaughter cattle and, hence, 

will reduce the production cost of feeder stocks 

(Soedjana & Diwyanto 2014). 

In relation to the good potential opportunity from 

the integrated system for oil palm and ruminants 

production, Indonesia has significant sheep population 

compared to the rest of the member countries, while 

goat population was predominantly found in Indonesia, 

the Philippines, and Vietnam. However, the most 

competitive country to produce live sheep and goats 

were not related to population as a measure. Moreover, 

Table 9 showed that in 2013 the Philippines can be 

considered as the most competitive country with cost of 

sheep and goat production per kg live weight of USD 

2.52, followed by Vietnam USD 4.06, Indonesia USD 

5.62, and Malaysia USD 6.67. However, Indonesia 

being a country with the highest population of sheep 

and goats in the region has not yet been able to produce 

sheep and goats competitively compared to other 

countries with lower population, such as the 

Philippines and Vietnam. 

Although a reasonably high pig population 

showed by Vietnam, the Philippines, Indonesia and 

Thailand, Table 10 indicates that the production costs 

to produce per kg live pig in 2013 was competitively 

showed by Malaysia at USD 1.91, Vietnam USD 1.97 

and Thailand USD 2.13. Only Vietnam and Thailand 

were the two countries which almost consistently in 

their performance on both population and production 

cost, while Indonesia and the Philippines were only in 

the order of rank 5th and 4th in the order of least 

production costs. 

Similarly for chicken sector, Indonesia with the 

highest chicken population and only at rank 4th in the 

region, compared to Thailand, Malaysia, and the 

Philippines, has not yet performed well in terms of 

production costs. Thailand, however, as presented in 

Table 11 can be considered as the most competitive
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Table 8. Production cost for live beef cattle in ASEAN member countries (USD/kg) 

Year 

Country (rank) 

Brunei 

(8) 

Cambodia 

(1) 

Indonesia 

(4) 

Lao PDR 

(7) 

Malaysia 

(3) 

Philippines 

(2) 

Thailand 

(6) 

Vietnam 

(5) 

2006 n.a. 1.16 2.46 1.60 1.78 1.30 2.92 109 

2007 7.10 1.31 2.73 2.12 2.04 1.44 2.79 1.26 

2008 8.27 1.64 2.38 2.80 2.12 1.65 2.45 2.14 

2009 8.17 1.57 2.71 3.36 2.12 1.62 2.35 2.26 

2010 8.64 1.63 3.30 3.97 2.44 1.81 2.54 2.48 

2011 9.75 1.90 3.52 4.59 2.68 1.93 3.02 2.72 

2012 10.16 1.95 3.44 5.33 3.07 1.99 3.45 3.36 

2013 10.47 1.97 3.34 5.20 3.27 2.06 4.25 3.80 

Data for Myanmar and Singapore were not available; n.a.: not available 

Source: FAOSTAT (2015), adapted from USD/ton to USD/kg 

Table 9. Production cost for live sheep and goats in ASEAN member countries (USD/kg) 

Year 

Country (rank) 

Brunei 

(5) 

Indonesia 

(3) 

Malaysia 

(4) 

Philippines 

(1) 

Vietnam 

(2) 

2006 n.a. 5.45 3.47 1.36 1.95 

2007 11.60 6.12 4.04 1.52 1.79 

2008 12.95 6.52 4.55 1.70 2.21 

2009 12.78 7.37 4.24 1.84 2.31 

2010 13.53 9.37 5.06 2.07 2.42 

2011 15.27 6.64 5.56 2.28 2.91 

2012 15.91 6.54 5.75 2.41 3.50 

2013 16.39 5.62 6.67 2.52 4.06 

Data for five other member countries were not available; n.a.: not available 

Source: FAOSTAT (2015), adapted from USD/ton to USD/kg 

country to produce per kg live chicken at USD 1.41, 

followed by Malaysia USD 1.51, the Philippines USD 

2.06, and Indonesia USD 3.30. 

Table 12 summarizes performances of each 

member country in terms of human population along 

with their urban population and agricultural population, 

agricultural GDP share and ranks of their 

competitiveness on beef cattle, sheep and goats, 

broilers, and pigs in terms of production cost. Indonesia 

with the highest human population and also the highest 

population of beef cattle, sheep and goats, and chickens 

has not yet reached rank 1st nor 2nd for the production 

cost of the four livestock commodities. They are only 

at rank 4th for beef cattle, rank 3rd for sheep and goats, 

rank 4th for chickens, and rank 5th for pigs. The 

following member countries are at their first rank or 

competitiveness status for the four livestock 

commodities, namely Cambodia for beef cattle, 

Malaysia for pigs, the Philippines for sheep and goats, 

and Thailand for broiler chickens (Figure 1). 

Because animal husbandry in Indonesia is 

dominated by traditional and small scale, located 

mostly in rural areas, the policy option aimed at 

increasing production and productivity of livestock 

production should include the role and functions of 

livestock farming systems prevail in the rural areas 

(Soedjana 2011). However, most of small scale 

operations continue to face limits to intensification, 

although few have managed to upscale or specialize to 

a point where they can advance economically, and 

many depend partly on off-farm employment for their 

food security. 
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Table 10. Production cost for live pigs in ASEAN member countries (USD/kg) 

Year 

Country (rank) 

Cambodia 

(7) 

Indonesia 

(5) 

Lao PDR 

(6) 

Malaysia 

(1) 

Philippines 

(4) 

Thailand 

(3) 

Vietnam 

(2) 

2006 4.17 1.35 1.36 1.67 1.35 1.24 1.05 

2007 4.50 1.41 1.65 1.38 1.55 1.11 1.18 

2008 5.63 1.66 2.05 1.92 1.85 1.60 1.81 

2009 5.38 1.73 2.35 1.96 1.79 1.66 1.67 

2010 5.59 2.10 2.68 2.43 2.01 1.89 1.57 

2011 6.51 2.78 3.01 2.48 2.06 2.15 2.25 

2012 6.70 2.66 3.76 2.07 2.09 1.82 2.09 

2013 6.77 2.43 2.96 1.91 2.26 2.13 1.97 

Data for Brunei, Myanmar, and Singapore were not available 

Source: FAOSTAT (2015), adapted from USD/ton to USD/kg 

Table 11. Production cost for live bird broiler in ASEAN member countries (USD/kg) 

Year 

Country (rank) 

Brunei 

(5) 

Cambodia 

(7) 

Indonesia 

(4) 

Lao PDR 

(6) 

Malaysia 

(2) 

Philippines 

(3) 

Thailand 

(1) 

Vietnam 

(8) 

2006 2.58 3.75 2.46 1.64 0.97 1.41 0.83 1.80 

2007 2.76 4.32 2.61 1.99 1.09 1.75 0.98 2.93 

2008 2.92 3.52 3.13 2.48 1.24 1.79 1.12 3.51 

2009 2.88 3.24 3.69 2.84 1.15 1.88 1.11 3.77 

2010 3.05 3.38 4.49 3.23 1.32 2.09 1.35 3.74 

2011 3.44 3.76 4.03 3.63 1.55 2.19 1.54 4.19 

2012 3.59 3.93 3.85 4.31 1.42 2.27 1.35 4.23 

2013 3.70 3.97 3.30 3.96 1.51 2.06 1.41 4.52 

Data for Myanmar and Singapore were not available 

Source: FAOSTAT (2015), adapted from USD/ton to USD/kg 

Moreover, beef is also known as high income 

elastic commodity prevails in Indonesia, with income 

elasticity of demand of 1.64% (Kustiari et al. 2010) 

meaning that for every 1% increase in income of the 

consumers the household will spend 1.64% of its 

income to purchase beef. This implies that the demand 

for beef will continue to increase as per capita income 

rises mostly from urban households, and the economy 

grows. However, domestic beef production has been 

managed by almost 97% by the smallholder farmers 

who keep only 1 to 3 cattle per household. They utilize 

traditional techniques, keep their animals as a live 

saving and market them anytime when cash are needed 

(Soedjana 2013a), and this potentially creates higher 

production cost per kilogram of live weight of beef 

cattle. 

Soedjana (2013b) found out that diversified food 

consumption of animal origin in Indonesia has been 

naturally established. Livestock meat consumption 

diversification is based on many reasons including 

cultural, preferences or other economic status or 

income of the households. This phenomenon is also 

indicated by the magnitude of positive cross price 

elasticity between beef and mutton, beef and poultry 

meat, and between poultry meat and fish. Therefore, 

every effort to push higher consumption of one meat 

type will reduce the participation rate of others. 

Participation rates for beef and buffalo meats were 

found to be 26.15% (2002), 21.93% (2005), 16.18% 

(2008), 16.16% (2011), and 15.52% (2014). These data 

implied that increase demand for beef was mainly due
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Table 12. Summary of important indices for ASEAN member countries 

Country 

Human 

population 
(000) 

Urban 

population 
(%) 

Agriculture 

population 
(000) 

Agric. 

GDP share 
(%) 

GDP per 

capita 
(USD) 

Rank of competitiveness based on 

production cost (USD/ton) 

Beef Sheep & Goats Broiler Pigs 

Brunei 406 78.0 1 1.3 39,679 8 5 5 n.a. 

Cambodia 14,963 21.5 5,226 25.0 1,037 1 n.a. 7 7 

Indonesia 248,818 52.0 49,963 12.3 3,460 4 3 4 5 

Lao PDR 6,644 36.0 2,586 26.9 1,548 7 n.a. 6 6 

Malaysia 29,948 73.0 1,513 7.2 10,420 3 4 2 1 

Philippines 99,385 48.6 13,571 10.4 2,707 2 1 3 4 

Singapore 5,399 100.0 2 0.0 55,182 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Thailand 68,251 34.0 18,032 8.3 5,679 6 n.a. 1 3 

Vietnam 89,709 32.2 30,566 17.6 1,909 5 2 8 2 

Livestock data for Myanmar were not available; n.a.: not available 

 

Figure 1. The highest rank of competitiveness of ASEAN countries based on production cost of livestock 
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to increased number of middle and upper income 

household within the population. 

Table 12 indicates that the Philippines (sheep-

goats, beef, pigs, and broilers), Malaysia (broilers, pigs, 

beef, and sheep-goats), Thailand (broilers and pigs), 

Vietnam (sheep-goats and pigs) and Indonesia (sheep-

goats, beef, and broilers) have bright opportunities for 

improving the red and white meat production and 

productivities to achieve upper level of competitiveness 

in terms of low livestock and poultry production cost. 

These five member countries indicate their good level 

of competitiveness in terms of cost of producing live 

beef, sheep and goats, pigs, and broilers. 

Since broiler and pig productions are mostly run 

by large corporation, it seems that competitive 

elements of these two subsectors have to do with the 

government policy and incentive systems, such as low 

interest, infrastructure, and other facilities for export 

promotion to improve the production system in order to 

compete with other poultry and pigs producing 

countries in the region, such as Thailand and Malaysia 

which are considered as countries with poultry meat 

and eggs self sufficiency ratio above 100%  (Orissa 

International 2017). 

STRATEGY TO IMPROVE INDONESIA 

COMPETITIVENESS 

Livestock subsector in Indonesia, as in many other 

developing countries, plays a significant role 

particularly for rural livelihoods and the economy of 

the country. They are a crucial asset for the poor, and 

provide an important source of nutritive food for both 

rural and urban households. These socio-economic 

roles and others are increasing in their importance as 

the sector grows because of increasing human 

populations, incomes, and urbanization rates. In order 

to provide these benefits, the subsector uses a 

significant amount of land, biomass, and other 

resources. There is concern, however, on how to 

manage the sector's growth, so that these benefits can 

be attained at a lower environmental cost, despite the 

fact that manures from ruminant systems can be a 

valuable source of fertilizer for smallholder crops. 

Because of the high yield gaps in most of these 

production systems, increasing the efficiency of the 

livestock sector through sustainable intensification 

practices presents a real opportunity where research 

and development can contribute to provide more 

sustainable solutions. 

Furthermore, referring to observation made by 

Delgado et al. (2001) which predicted that livestock 

revolution in developing countries, including ASEAN 

member countries of course, will continue until 2020 

and will push the demand for livestock products which 

will make the developing countries stay as net 

importers. In the case of Indonesia with the tendency of 

increased import volume, in both feeder stock and beef, 

in fact has reduced the bargaining position of domestic 

beef cattle industry. However, by accelerating the 

integrated system to produce red meat in Indonesia, it 

is expected that the domestic demand for beef and 

sheep-goats can be managed properly. Animal feed and 

feeding will, therefore, become more important in the 

future to support the growing livestock ruminant 

industry. Such information was underlined by Makkar 

(2012) that estimates of feed resources and demands 

are needed to assess the fractions of food grain that is 

used for feed. Although livestock feed shortages have 

clearly constrained productivity in many countries, the 

impacts of feed shortages at national level have been 

poorly characterized due to the lack of national scale 

feed assessments. In addition, information on the 

availability of feed ingredients at the country level will 

enhance the efficiency and profitability of the animal 

feed industry and assist researchers to formulate 

sustainable feeding strategies. Such information would 

also be useful for determining the input-output 

relations for countries. 

In order to achieve this, it is necessary that 

production systems become market-oriented, better 

regulated, and socially acceptable so that the right mix 

of incentives exists for the systems to intensify. In 

addition to this, new diversification as well as 

integrated systems will also be essential when 

intensification is no longer the primary option for 

developing the livestock subsector. This paper 

indicated that in 2013 beef cattle production cost to 

produce per kilogram live weight of beef cattle as well 

as sheep and goats in Indonesia were only at rank 4th 

(beef) and rank 3rd (sheep and goats) compared to other 

member countries. 

CONCLUSION 

Indonesia was only at the fourth rank for beef, 

third for sheep and goat and fourth for broiler 

production cost to produce per kilogram live weight 

compared to other member ASEAN countries. 

Consequently, Singapore, Malaysia, and Thailand have 

enjoyed the regional market under ASEAN Economic 

Communities (AEC), while Indonesia has not yet as 

that beneficial compared to those countries. 
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ABSTRACT 

The transfer of animal genetic improvement strategies in the environments of resource-poor smallholder producers in 

developing countries has not been successful. Therefore, the access by farmers to sources of animals with high genetic potential 

is difficult or just not possible. As producers improve or intensify their systems to capture market opportunities, this access need 

is accentuated. This paper reviews identified constraints to the transfer of breeding plans, the need for a new approach, and the 

lessons learned in applying a better-targeted approach. The issues and thoughts were derived from the experience of a working 

group involving the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas; Austrian University of Natural Resources 

and Life Sciences; Argentinean National Institute of Agriculture Technology; Brazilian Agricultural Research Corporation 

(Embrapa Goats and Sheep); and National Research Institute for Forestry, Agriculture and Animal Production-Mexico. The 

transfer of breeding strategies in smallholder systems is not a straightforward task. Contrasting a successful application in 

commercial livestock production environments, the achievement of the primary objectives in smallholder systems requires a 

holistic approach beyond pure technical matters. Of all identified aspects with direct incidence in the implementation of breeding 

plans, the lack of specific national policies coupled with long-term funding to support the improvement of smallholder 

production systems, and the lack of involvement and participation of the communities emerge as issues that gravitate more to 

achieve sustainability and meet the objectives of a given breeding plan. 

Key words: Breeding plan, policy, participatory approach, smallholder 

ABSTRAK 

Strategi transfer teknologi pemuliaan untuk perbaikan genetik ternak  pada peternak kecil di negara berkembang belum 

berhasil. Oleh karena itu, akses petani terhadap potensi genetik berkualitas tinggi masih sulit. Dalam memperbaiki dan 

mengintensifkan sistem untuk membuka peluang pasar, maka produsen harus memperluas akses peternak kecil terhadap ternak 

unggul. Makalah ini mengulas kendala yang teridentifikasi dalam transfer strategi pemuliaan, kebutuhan akan terobosan baru 

yang lebih tepat sasaran. Isu dan pemikiran dirangkup dari pengalaman kerjasama dengan International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas; Austrian University of Natural Resources and Life Sciences; Argentinean National Institute of 

Agriculture Technology; Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa Goats and Sheep); and National Research 

Institute for Forestry, Agriculture and Animal Production-Mexico. Transfer strategi pemuliaan pada peternak kecil bukanlah 

tugas yang mudah. Berbeda dengan penerapan strategi pemuliaan yang berhasil di lingkungan produsen ternak komersial, pada 

peternak kecil memerlukan pendekatan secara holistik di luar masalah teknis. Berdasarkan semua aspek yang telah teridentifikasi 

dalam penerapan strategi pemuliaan, ternyata masih dibutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih spesifik, pembiayaan jangka 

panjang dan partisipasi komunitas peternak yang lebih luas untuk menjamin berlangsungnya keberlanjutan penerapan strategi 

pemuliaan. 

Kata kunci: Strategi pemuliaan, kebijakan, pendekatan partisipasif, peternak kecil 

INTRODUCTION 

The transfer of animal genetic improvement 

strategies in the environments of resource-poor 

smallholder producers in developing countries has not 

been successful, in contrast to their rapid adoption by 

commercial systems. Therefore, the access by farmers 

to sources of animals with high genetic potential is 

difficult or just not possible (Iñiguez et al. 2013). As 

producers improve or intensify their systems to capture 

market opportunities this access need is accentuated. 

With a focus on small ruminants, this paper 

reviews identified constraints to the transfer of 

breeding plans, the need for a new approach and the 

lessons learned in applying a better targeted approach. 

The issues and thoughts discussed derive from the 

experience of a working group involving The 

International Center for Agricultural Research in the 
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Dry Areas; Austrian University of Natural Resources 

and Life Sciences; Argentinean National Institute of 

Agriculture Technology (INTA-Bariloche); Brazilian 

Agricultural Research Corporation (Embrapa Goats and 

Sheep); and National Research Institute for Forestry, 

Agriculture and Animal Production-Mexico (ICARDA 

2005; Iniguez 2011; Wurzinger et al. 2011; Iñiguez et 

al. 2013). A more extended version of this topic can 

also be found in Iñiguez et al. (2013). 

MAIN IDENTIFIED CONSTRAINTS THAT 

LIMIT THE TRANSFER OF BREEDING PLANS  

Significant identified limitations that infringe on 

the process of transfer breeding strategies for 

smallholders include (Iñiguez et al. 2013): 

1. Poor police development about the use and 

improvement of animal genetic resources, more 

often lack of or inappropriate national/regional 

policies. 

2. Poor economic development of areas where 

smallholder systems concentrate and their 

production prevails. 

3. Problems inherent in the production systems: 

particularly in relation to the small size of 

herds/flocks that characterize smallholder systems; 

limited use of technological inputs; use of 

communal land for grazing that hinders the control 

of matings; lack of production records and 

individual animal identification; and dependency on 

markets and intermediation that do not differentiate 

by product condition and quality. 

4. Weaknesses in the interactions between supporting/ 

supervising institutions and smallholder systems. 

5. Information gaps, given the poor characterization of 

the production systems, the population base, and the 

production context. 

6. Problems inherent to the breeding plans, excessive 

centralization; minimum participation of producers; 

lack of pertinence and improvisation without 

scientific basis (e.g. distribution of European 

breeds, regardless their relevance and adaptation to 

local conditions). 

7. Poor funding scenarios, affecting negatively on the 

needed sustainability and long-term projection of 

breeding plans. Without a stable solid funding 

condition, most plans last only until the project that 

initiated and funded them ended, this creating 

producers’ frustration and a negative future 

receptivity to similar initiatives. 

TRADITIONAL APPROACHES FOLLOWED IN 

THE GENETIC IMPROVEMENT FOR 

SMALLHOLDERS 

Attempts to transfer genetic improvement 

technologies in smallholder systems involved selection 

and crossbreeding. These were conducted by National 

Research Institutions and national/regional 

governments, aiming at improving animal productivity. 

The private sector also played a part in these processes, 

although not specifically aiming at the genetic 

improvement of the smallholder systems. Its influence 

was rather a byproduct of introductions of exotic 

breeds to improve the productivity of commercial 

systems. In these cases, exotic breeds were sold to 

smallholders interested in their appearance, with no 

indications of the conditions needed to raise the 

introduced breeds and their crossbreds. 

Selection 

The centralized breeding nucleus was promoted in 

most developing countries as the primary selection 

tool; however, it failed to resolve the demand by 

smallholders for access to improved animals. The main 

reasons for this were because: (1) Selection was 

applied within the nucleus, under controlled conditions 

(in the environments of research centers) and not on the 

environments where the animals of the base produce; 

and (2) The nil or, if any, limited involvement of 

producers, so that their interests and expectations, as 

well as market trends with which they interact, were 

not considered (Iñiguez 2005a; 2005b). 

In many cases, selection achieved substantial 

progress within the nucleus as was handled by sound 

expertise, but failed to improve the base due to poor 

dissemination or just because the dissemination was 

not included in the process (Iñiguez et al. 2013). 

There are however exceptions to be mentioned. 

These involved the Argentinean nuclei of Merino sheep 

and Angora goats pursuing the improvement of fiber 

production, induced and supported by INTA-Bariloche, 

and the Cyprus nuclei of Damascus goats and Chios 

sheep seeking milk production improvement, under the 

management and support of the Cyprus Agricultural 

Research Institute (Mavrogenis 2005; Mueller 2013). 

Both programs started as centralized nuclei and 

evolved over time into a successful experience with a 

high participation of producers. Key ingredients for 
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success were: (1) Long-term government and 

institutional support, triggered and kept in an 

increasing fashion due to the initiatives and 

negotiations by research and extension; (2) Effective 

participation of producers, along with continuous 

capacity building; (3) Pragmatic consideration of 

market opportunities, and in the case of Cyprus of the 

milk processing industry; and (4) Suitable 

dissemination schemes (Mavrogenis 2005; Mueller 

2013). 

Crossbreeding  

Crossbreeding has been the most popular 

approach, often induced by governments, through the 

distribution of improved breeds to improve the low 

productivity of the base. The idea was influenced by 

the higher productivity of improved European breeds, 

assuming that these and their crossbreds will produce 

with no problem under the production conditions of the 

base (Iñiguez et al. 2013). 

The plans were implemented without sufficient 

evaluation of the productivity of the target population, 

and adequate contemporary and comparative tests of 

production and adaptation, involving the exotic breeds, 

the target animals, and the crossbreds, in controlled and 

real production environments. Furthermore, 

prescriptions advocating crossbreeding were not 

accompanied by protocols that defined the degree of 

crossbreeding to be attained, or, as indicated earlier, the 

management conditions needed for the crossbred 

animals to produce (Bradford et al. 1987). 

The results were not promising, particularly in 

areas exploited by extensive and semi-extensive 

production systems. In the semi-arid areas of Mexico 

and Venezuela, where these types of systems prevail, 

goat smallholders claim that although goat production 

was somehow improved, high grade goats as opposed 

to the local unimproved goats have difficulties to thrive 

in the local production environments. For instance, a 

permanent threat exists for high grade goats to damage 

their enlarged udders while they graze on thorny 

xerophytic vegetation, which translates to economic 

losses to the producer (Iñiguez et al. 2013). 

In the region known as La Laguna in Mexico, a 

unique interaction between goat smallholder producers 

and the goat milk processing industry evolved through 

time, apparently induced only by the initiative of both 

the producers and the industry. Semi-extensive 

smallholder systems in this region produce milk that is 

sold to the industry for the processing of fudge and 

candy, products highly demanded in the country.  

Farmers use up to three European breeds, the Saanen, 

Alpine, and Anglo Nubian goats, acquired from the 

more specialized private sector. These breeds were 

crossed to local Criollo goats, without following an 

organized scheme. Criollo goats compared to the 

European breeds have low milk productivity, but they 

are well adapted to the semiarid environments where 

the animals graze and produce (Escareño 2010). 

Farmers claim that though some productivity 

improvement was achieved in their herds, this 

development was not sustainable. They mentioned that 

to keep up the achieved productivity levels, they 

continually need the exotic purebreds for crossing their 

animals, which infringes in their economy. Also, the 

management and raising conditions afforded by the 

producers appear to be unsuitable for the crossbreds. 

Farmers would be willing to find the means to stabilize 

production, blending the excellent milk production of 

the improved breeds with the adaptation of Criollo 

goats to the local conditions and management 

(ICARDA 2009). 

In contrast to the smallholder systems, 

commercial livestock production was always able to 

adjust the production environments for crossbred and 

high grade animals, with satisfactory results, e.g. the 

intensive production of dairy goats in Mexico 

(Montaldo et al. 2010) and improved Merino sheep in 

Argentina (Mueller 2013). 

Crossbreeding experiences underline the need for 

well designed crossbreeding studies, before the 

distribution of exotic animals and their crossbreds into 

a production environment. These should set up the 

most appropriate crossbreeding scheme, considering 

the participation of producers, the managerial 

conditions for the crossbred animals to produce, and 

the grading up level to be achieved. 

The development of the Indonesian Composite 

breed, example of well targeted approach 

The development of the Indonesian synthetic 

sheep, known as the Composite sheep, is an example of 

a careful analysis of the performance of local 

populations, the availability of feeding resources, 

potential candidates for crossbreeding, the correct 

evaluation of purebreds and crossbreds, and the setting 

of the level of crossbreeding and management of 

crossbred animals. 

The Small Ruminant Collaborative Research 

Support Program in collaboration with the Indonesian 

Research Institute for Animal Production (IRIAP), set 

the fundamental steps of this crossbreeding plan. 

Firstly, the plan characterized the Sumatran and 

Javanese sheep in the 1980’s, documenting their 

performance and adaptation (Iniguez et al. 1991; 

Inounu et al. 1993). At the same time, it also identified 

exuberant feed production under the Sumatran 

plantations that could well support sheep meat 

production, highly demanded in the country (Iniguez & 

Sanchez 1990). This enhanced feed base could also 
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support animals with higher growing rates than those of 

the small Sumatran (SS) sheep (22 kg). A 

crossbreeding strategy to improve the productivity of 

Sumatran sheep was then devised considering larger 

hair sheep breeds of tropical regions (>35 kg). 

The program introduced and evaluated pure Saint 

Croix (HH) sheep in comparative tests with the 

Sumatran × Saint Croix crosses (HS), all grazing on the 

vegetation under rubber plantations, the actual 

production environment. Based on well supported 

information on its excellent performance in humid 

tropical environments, the Barbados Blackbelly (BB) 

sheep was chosen as second candidate. The program 

introduced this breed using frozen semen due to the 

difficulty to introduce the purebred per se. Sumatran × 

Saint Croix (HS), and Sumatran × Barbados Blackbelly 

(BS) F1 crosses were studied in contemporary 

comparisons with pure Sumatran (SS) ewes and 

Sumatran x Fat Tail (ES) F1 crosses, showing the 

superiority of crossbred animals, as seen in Figure 1 

(Gatenby et al. 1997; Doloksaribu et al. 2000; 

Handiwirawan et al. 2011). A synthetic ½ Sumatran × 

¼ Saint Croix × ¼ Barbados Blackbelly sheep was then 

produced benefiting from the adaptation and 

reproduction traits of the Sumatran sheep, and the 

adaptation, size and higher growth rates of Saint Croix 

and Barbados Blackbelly sheep (Setiadi & Subandriyo 

2007). The comparative analysis of this synthetic 

relative to the Sumatran breed showed its suitability 

and pertinence to produce under the conditions of tree 

plantations in Indonesia, as a technological alternative 

to benefit farmers from the enhanced demand for sheep 

meat in Indonesia (Subandriyo et al. 1996; Inounu 

2011). 

Unfortunately, the synthetic was not widely 

exploited in Sumatra due to the institutional decision to 

move it to Java. IRIAP’s long-term commitment 

allowed the preservation of this synthetic that has the 

potential to serve anywhere in the tropical conditions 

provided enough feed is available. The dissemination 

of this synthetic breed has been conducted in several 

areas such as in Pandeglang, West Java (Isbandi 2013). 

A BETTER TARGETED APPROACH FOR THE 

TRANSFER OF BREEDING PLANS 

Various discussions of the shortcomings in 

transferring breeding strategies for smallholder 

systems, underlined the need for testing alternative 

approaches to this end (ICARDA 2005). On this basis 

the following aspects were considered by the working 

group for a better targeted approach: 

1. Inclusion and participation of the community and 

producers, whatever the plan pursues (selection or 

crossbreeding), taking into account the community 

needs and expectations, as well as the environments 

and markets where the improved animals will 

produce. 

2. Flexibility, allowing the adjustment of the 

complexity of the plan to the capacity of the 

community to execute the actions and discipline 

required during the implementation, to meet the 

proposed goals. 

3. The long-term synergy between the community and 

a suitable supervising entity. No matter how simple 

the design the responsibility for the supervision 

should lie with institutions involving animal 

breeders, considering the fundamentals of 

quantitative genetics and genetic improvement. 

The working group tried this approach in different 

regions, including Central Asia, Middle East, Ethiopia, 

and Latin America. The lessons learned thus far show 

that in spite of applying this better targeted approach, 

there remain important issues to consider to meet 

success. 

 

 

Figure 1. Lamb body weight of Sumatran pure (SS), Fat Tail Crosses (ES), St. Croix Crosses (HS), and Barbados Blackbelly 

Crosses (BS) at nine months of age, female only 

Source: Gatenby et al. (1997) 
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LESSONS LEARNED IN THE 

IMPLEMENTATION OF THIS BETTER 

TARGETED APPROACH 

Iñiguez et al. (2013) and Wurzinger et al. (2011) 

identified the issues listed below as lessons learned in 

applying a better targeted approach are listed. 

Selection of the community and site 

In the selection of communities and sites, it is 

important to count on explicit expressions of interest to 

participate in a genetic improvement plan by the 

potential communities that could integrate the plan. 

Researchers, regional governments, and other 

organizations often select a site by criteria that do not 

translate the interests and aspirations of the 

communities residing in it. Selection decisions without 

the expressed consent of the communities should be 

avoided. Moreover, it is essential to assess the 

community’s attitude to innovation. Conservative 

communities, reluctant to change, also should be 

avoided. 

It is also crucial to count on information about the 

production systems available on the site, their 

constraints, and opportunities. Gaps of information 

could be rapidly filled in by the application of 

participatory methodologies. Subsistence systems with 

poor interaction with markets, with no chance to get 

access to productivity improvement plans (other than 

breeding) should be avoided. 

The population stability trends on the site should 

also be assessed as people’s migration has a negative 

impact on the implementation of a breeding plan. The 

political-administrative environment could be decisive 

during implementation and merits attention. Local 

governments, for instance, are equipped with organized 

institutions and trained personnel that could support the 

long-term projection of the plan if timely and 

strategically engaged. 

Expectations about the ownership of the plan and 

the plan’s outcomes 

From design, it should be made clear that the 

community will own the breeding plan. That is a 

motivating measure to achieve a consistent adherence 

of its members to the proposed genetic improvement 

goals. Farmers should also be convinced of the long-

term nature of a breeding plan and that this will deliver, 

as it is known, only small though cumulative gains per 

year. 

Documentation and information gaps 

Detailed process documentation is essential for 

impact and progress assessment, and for the 

dissemination of the strategy as a public good, should 

this become successful. Besides, poor documented 

information makes difficult to assess the reasons for 

successes and failures of breeding plans. Thus, efforts 

should be made to document apparently not relevant 

historical aspects, changes in direction during 

implementation, improvisations made to solve 

constraints, and descriptions of the potential and 

effective supporting environment and how it was 

engaged. 

Linking the genetic and phenotypic 

characterization to the genetic improvement of the 

target base, notably benefits the plan. In particular 

capitalizes on adaptive features and special attributes of 

the base animals, otherwise ignored.  

The communication between supervising operators 

and the community 

There will be a need for strengthening the ability 

of the institutions for assessing the capacity and 

willingness of the community to carry out agreed 

actions and the discipline to be observed on a long-term 

basis. Although agricultural research institutions are 

now developing intense interactions with farmers, still 

show weaknesses in dealing with smallholders. 

Gaining the trust of the community takes time and 

a desirable synchrony between the supervising entities 

and the communities. This justifies the identification of 

experienced staff to work as operators/coordinators to 

facilitate the required synchrony. To help in 

accelerating processes, this staff should be preferably 

hired on a full-time basis, with a base on the site. Such 

a measure provides more returns and benefits, in spite 

of the associated costs. The feedback to the producer, 

in particular about the information that is processed 

outside the production environment must be 

institutionalized in an improvement plan.  

In defining breeding objectives, the variables that 

the producers consider important should not be ignored 

or eliminated. Because of the difficulty of handling 

many variables, say in a selection plan, supervising 

operators often opt for non consulted eliminations. It is 

preferable to invest in discussing with farmers to end 

with a manageable, coherent, and agreed list of 

variables than taking unilateral decisions in an 

environment that by definition is participatory. 
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Production records 

An almost insurmountable issue in the application 

of genetic improvement strategies in smallholder 

systems has been the fail to set up sustainable systems 

for animal production recording. Poor farmers do not 

keep records of production nor give priority to them. 

This information in more economically developed 

countries is usually taken by specialized organizations 

at a cost subsidized by governments or producer 

associations. Where possible the responsibility should 

lie with these specialized entities (Facó et al. 2011). In 

case these institutions are unavailable or are reluctant 

to get involved, the support of regional or local 

governments, usually equipped with rural development 

personnel, could be explored and eventually engaged. 

The producers should take part in the recording 

process, ensuring that they will facilitate the recording 

control, that recording dates are timely followed and 

occasionally verify recording quality. It is expectable 

for the producers to get simple production records, but 

it would be too optimistic to expect them to get 

involved in detailed and precise recording, simply 

because their work schedule would not let such an 

expectation. Production recording for meat and fiber is 

easy to carry out, but not for traits involving repeated 

measurements such as milk production. In these cases 

it will be important to identify variables easy to be 

measured, which are correlated with production traits. 

For example linear udder traits, correlated with milk 

production, plus a strictly necessary number of milk 

yield measurements (Casu et al. 2006; Iniguez et al. 

2009). 

In some circumstances, local knowledge could be 

an important entry point, e.g. Awassi sheep producers 

in the Middle East showed an outstanding ability to 

categorize productive and non-productive sheep, ability 

highly correlated to quantitative production evaluations 

(Iniguez et al. 2009). Research has an open field to 

explore simplifications to the recording process. 

Local knowledge 

In the absence of formal breeding plans, some 

communities developed innovative approaches that 

established a genetic structure, defining incipient 

genetic improvement practices (Mueller 2013). It is 

important to explore the communities’ practices in this 

context and integrate them into a more structured 

improvement plan. The experience of working with 

smallholders shows that effective changes are achieved 

in less time in the production systems by building on 

prior knowledge. 

Production improvement (other than breeding) 

As the breeding plan advances due modifications 

in the production environment could be required, since 

G × E interactions are expected to change. More likely 

the improved genotypes will require specific conditions 

to express their potential that should be ensured. 

Therefore, it is of outmost importance to either linking 

to existing plans for the improvement of the feeding 

systems, forage or range production, and animal health, 

or inducing this improvement during implementation.   

On policies, development and sustainability 

The absence or non pertinence of specific policies 

targeting the development and improvement of 

smallholder systems generates a negative chain 

reaction to the establishment and success of genetic 

improvement plans. It diverts the attention and focus of 

the institutions with the potential to support the plan. 

The budgets available for these institutions are 

correspondingly affected, so that a long-term financial 

assistance, a sine qua non of a genetic improvement 

plan, is not viable. The chance for establishing an 

effective recording system is minimized and so does 

the ensuring of the access to non-genetic improvement 

efforts when the interactions G × E effects become 

evident. Finally, genetic improvement is excluded from 

development action and with this from the enabling 

environments offered by development programs. With 

no doubt without a government’s political will 

translated into specific policies and development, a true 

and sustainable genetic improvement strategy for 

smallholders could not be possible. 

In formulating community-based breeding plans, 

it is necessary reviewing existing policies and norms 

about the use of animal genetic resource and linking to 

these policies whether they exist. In negative cases or 

the case of weak policy development, there is a need 

for proactive action of institutions and communities 

towards including genetic improvement in government 

policies about the use of genetic resources by poor 

producers. Thus, development plans that carry out these 

policies could well accommodate and support long-

term genetic improvement. 

Most projects that start breeding plans have 

limited funding and short duration (2-3 years), 

conditions that are insufficient to consolidate actions 

and objectives. The implementation of a plan is a 

relatively easy task, but its sustainability is not a 

straightforward issue. Therefore, avoid initiating plans 

without first considering the key aspects of their 
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sustainability. This implies realistic assessments from 

inception and permanent evaluations during the 

implementation period. 

In this context and when possible, linking the plan 

to enabling environments can help to ensure 

sustainability. For example, with development projects 

that besides reflecting national priorities can offer the 

necessary infrastructure, logistics and funding, at least 

on a mid-term basis. 

CONCLUSION 

The transfer of small ruminant breeding strategies 

in smallholder systems is not a straightforward task. 

Contrasting a successful application in commercial 

livestock production environments, the achievement of 

the main objectives in smallholder systems requires a 

holistic approach beyond pure technical matters. Of all 

identified aspects with direct incidence in the 

implementation of breeding plans, the lack of specific 

national policies coupled with long-term funding to 

support the improvement of smallholder production 

systems, and the lack of involvement and participation 

of the communities emerge as issues that gravitate 

more to achieve sustainability and meet the objectives 

of a given breeding plan. 
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ABSTRACT 

Special efforts (UPSUS) to make cows pregnant (SIWAB) is a program to accelerate cattle population to meet the demand 

of animal origin food through artificial insemination or intensification of natural mating. Experience shows that a similar 

program that has been conducted previously was less successful. This paper aims to give some information on science, 

technology, and management of cattle reproduction that require attention to achieve SIWAB program successfully. Several 

things should be concerned for this program are: (1) Selection of fertile females and bulls; (2) Natural mating or artificial 

insemination (availability of semen, liquid nitrogen, supporting equipment, and inseminator); (3) Early detection of pregnancy; 

(4) Feed and feeding management; (5) Control of reproduction disease and other diseases; and (6) The supervision and handling 

of pregnant cows during and after birth. Another important thing that should be taken into account is the preparation of mating 

calendar so that the birth will occur during the period of abundant feed resources, and management of optimal forage and 

supplements to ensure good body condition of cows at the time of calving. With an understanding of science, technology, and 

applying reproductive management, it is expected that the targeted pregnancy cows by UPSUS program can be obtained. 

Key words: Special efforts, cows, pregnant 

ABSTRAK 

Upaya khusus (UPSUS) sapi indukan wajib bunting (SIWAB) adalah program percepatan peningkatan populasi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan asal hewan melalui inseminasi buatan (IB) atau intensifikasi kawin alam (INKA). Pengalaman 

menunjukkan bahwa program serupa yang telah dilakukan sebelumnya kurang berhasil. Makalah ini bertujuan untuk 

memberikan informasi tentang sains, teknologi dan manajemen reproduksi yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan 

program SIWAB. Beberapa hal yang harus diperhatian dalam program ini yaitu: (1) Pemilihan betina produktif siap bunting, 

pejantan pemacek; (2) INKA maupun IB (ketersediaan semen, nitrogen cair, peralatan pendukung dan tenaga inseminator); (3) 

Deteksi dini kebuntingan; (4) Manajemen pakan dan pemberian pakan; (5) Pengontrolan terhadap penyakit reproduksi dan 

penyakit lainnya; dan (6) Pengawasan induk bunting, penanganan saat kelahiran serta pasca-kelahiran. Hal penting lain yang 

harus menjadi perhatian adalah penyusunan jadwal perkawinan agar terjadi keselarasan antara periode beranak dengan 

ketersediaan sumber pakan optimal, pengelolaan hijauan dan suplemen untuk memastikan kondisi tubuh sapi yang baik pada saat 

beranak. Dengan memahami sains, menguasai teknologi dan menerapkan manajemen reproduksi yang benar diharapkan jumlah 

sapi bunting yang ditargetkan oleh program UPSUS dapat tercapai. 

Kata kunci: Upaya khusus, sapi induk, bunting 

PENDAHULUAN 

Pemerintah pada akhir tahun 2016 ini telah 

mencanangkan program sapi induk wajib bunting 

(SIWAB). Program ini didukung dengan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

48/Permentan/PK. 210/10/2016 tentang Upaya Khusus 

Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau 

Bunting (Kementrian Pertanian 2016). Permasalahan 

yang ingin dipecahkan dengan program ini adalah 

peningkatan produksi daging untuk menyeimbangkan 

antara suplai dan permintaan di dalam negeri yang saat 

ini meningkat tajam. 

Kondisi di lapang menunjukkan bahwa tidak 

produktifnya sapi betina banyak disebabkan oleh tidak 

tersedianya pejantan di lokasi tersebut. Hal ini 

disebabkan pejantan telah dijual untuk mendapatkan 

dana tunai. Hal lain yang menyebabkan tidak 

produktifnya sapi betina adalah adanya gangguan 

reproduksi yang dapat disebabkan oleh penyakit 
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maupun oleh faktor kurang pakan. Untuk itu, telah 

dirancang suatu program Upaya khusus (UPSUS) 

SIWAB yang merupakan upaya percepatan 

peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting melalui 

kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan populasi 

sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Percepatan 

peningkatan populasi dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan asal hewan dan dilakukan melalui 

Inseminasi Buatan (IB) atau Intensifikasi Kawin Alam 

(INKA) dengan menerapkan sistem manajemen 

reproduksi. 

Kegiatan UPSUS SIWAB ini meliputi kegiatan 

pemeriksaan status reproduksi dan gangguan 

reproduksi, pelayananan IB dan INKA, pemenuhan 

semen beku dan N2 cair, pengendalian pemotongan 

betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak 

dan konsentrat. Target dari kegiatan UPSUS SIWAB 

ini adalah didapatkannya sapi indukan dewasa siap 

bunting sebanyak empat juta ekor yang terdiri atas 2,9 

juta akseptor IB dan 1,1 juta akseptor INKA, 

berdasarkan pola pemeliharaan intensif, semi-intensif 

(dengan IB) dan ekstensif (dengan INKA). Pada 

program ini ditargetkan tingkat kebuntingan 73% atau 

setara tiga juta ekor betina bunting. Kegiatan 

dilaksanakan di awal tahun 2017 dan pada akhir 2017 

harus sudah ada sapi bunting tiga juta ekor 

(Kementrian Pertanian 2017). Bila tingkat keberhasilan 

induk bunting sampai beranak sebesar 70% maka pada 

akhir 2017 atau awal 2018 akan didapatkan anak sapi 

yang dipanen sebanyak dua juta ekor. Upaya ini 

dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam 

mewujudkan kemandirian pangan asal hewan dan 

meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus 

mengejar swasembada sapi 2022 seperti yang 

ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia. 

Pada makalah ini didiskusikan dukungan sains dan 

teknologi yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan untuk 

menyukseskan UPSUS SIWAB. 

PENENTUAN METODE PERKAWINAN 

Pengembangan program UPSUS SIWAB harus 

memperhatikan kawasan pengembangannya yang 

sangat bervariasi di Indonesia. Mulai dari daerah 

pegunungan, lembah, dataran ataupun yang 

dikembangkan secara intensif di kandang-kandang 

seperti di Pulau Jawa. Secara garis besar, lokasi 

UPSUS SIWAB dapat dibagi menjadi dua wilayah 

berdasarkan pola pemeliharaannya yaitu intensif dan 

semi-intensif atau ekstensif. 

Pada lokasi intensif dan semi-intensif dilaksanakan 

pelayanan IB dan akan lebih baik jika dilakukan 

kegiatan penyapuan (buffer) dengan INKA. Pada saat 

terjadi kegagalan sistem IB maka pejantan pemacek 

yang tersedia dapat menjadi buffer untuk mengawani 

ternak betina tersebut. Nielson & Funston (2016) 

melaporkan bahwa jumlah pejantan yang diperlukan 

untuk melakukan penyapuan ini berkisar dua sampai 

empat ekor pejantan untuk setiap 100 ekor betina yang 

dilakukan sinkronisasi berahi dan kemudian di-IB. 

Metode ini dapat meningkatkan angka kebuntingan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan di lokasi intensif dan 

semi-intensif adalah pencatatan, pemeriksaan 

kebuntingan (PKb), penanganan gangguan reproduksi 

(Gangrep), pemenuhan hijauan pakan ternak (HPT) dan 

konsentrat. 

Pada lokasi ekstensif sangat tidak disarankan 

untuk dilakukan perkawinan secara IB. Pada lokasi ini 

ternak dilepaskan di padang pengembalaan dan 

sebagaian besar tinggal di hutan-hutan. Ternak ini 

sangat sulit untuk dijamah apalagi untuk di-IB. Ternak 

di wilayah ini sangat liar sehingga keberhasilan 

pembuntingan ternak betina di wilayah ini akan lebih 

tinggi bila menggunakan pelayanan INKA dengan 

pejantan unggul dan memiliki agresifitas tinggi (libido 

tinggi). Pejantan unggul (sapi PO ataupun Bali, 

Gambar 1A dan 1B) dapat berasal dari lokasi setempat

       

Gambar 1. Sapi pejantan unggul. (A) Sapi pejantan PO; (B) Sapi pejantan Bali 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

A B 
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atau dari balai-balai pembibitan ternak maupun dari 

Loka Peneitian Sapi Potong. Apabila dari kegiatan 

pelayanan INKA ini terjadi kebuntingan maka perlu 

dilakukan peningkatan kesehatan dari betina bunting 

tersebut agar selamat hingga mencapai kelahiran. Pada 

kasus dimana tidak terjadi kebuntingan maka perlu 

segera dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. 

SAPI INDUKAN SIAP BUNTING 

Untuk mendapatkan sapi indukan siap bunting 

maka perlu dilakukan seleksi sapi betina yang siap 

bunting yang mempunyai organ reproduksi normal 

(bebas dari gangguan reproduksi) dan sehat sehingga 

dapat digunakan untuk pengembangbiakan. Untuk 

memilih sapi indukan yang baik perlu dukungan data-

data karaketristik sapi yang akan dipilih. Pemilihan 

sapi indukan siap bunting dilakukan oleh petugas PKb 

dan asisten teknis reproduksi (ATR) atau oleh tenaga 

medik reproduksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 

sapi indukan kemudian dibuat Surat Keterangan Status 

Reproduksi (SKSR) oleh tenaga medik reproduksi, 

berupa sapi bunting, siap bunting (akseptor) atau sapi 

dengan status gangguan reproduksi. Sapi dengan status 

gangguan reproduksi diperiksa lebih lanjut untuk 

menetapkan statusnya, apakah dapat disembuhkan atau 

permanen. Sapi yang dapat disembuhkan berubah 

statusnya menjadi sapi siap bunting saat telah bebas 

gangguan reproduksi. Sedangkan sapi dengan 

gangguan reproduksi permanen ditetapkan sebagai sapi 

tidak produktif yang dapat disembelih di RPH 

(Kementrian Pertanian 2011; Kementrian Pertanian 

2016).  

Untuk mendapatkan angka kebuntingan yang 

tinggi, terutama bagi betina dara perlu diperhatikan 

bobot dewasa tubuhnya. Bobot badan dewasa seekor 

sapi betina dipengaruhi oleh faktor breed dan faktor 

lingkungan. Bobot dewasa tubuh sapi Bali betina di 

Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan 

Sulawesi Selatan masing-masing adalah 221,5±45,6; 

241,9±28,5; 303,3±4,9; dan 211,0±18,4 kg (Talib et al. 

2003). Secara umum, bobot tubuh yang ditetapkan saat 

pertama kali sapi dikawinkan untuk mendapatkan 

tingkat kebuntingan yang maksimum adalah ketika 

bobot tubuh sudah mencapai 65% dari perkiraan bobot 

dewasa tubuh (Diskin & Kenny 2014). Tentunya 

perbedaan breed akan mempengaruhi besarnya 

persentase ini. Untuk breed sapi Eropa dan 

keturunannya 60% dari perkiraan bobot dewasa tubuh, 

55% untuk sapi dwiguna tipe pedaging/perah dan 65% 

untuk sapi Bos indicus (Larson 2007). Secara 

tradisional direkomendasikan target bobot pubertas 

(sebelum dikawinkan) untuk sapi Bos indicus adalah 60 

sampai 65% (Whitier et al. 2005; Engelken 2008) dan 

direkomendasikan dikawinkan untuk pertama kalinya 

pada kisaran bobot tubuh  65 sampai 70% dari 

perkiraan bobot dewasa tubuh (Whitier et al. 2005; 

Perry 2012). 

PEJANTAN PEMACEK 

Infertilitas dari seekor pejantan pemacek 

merupakan penyebab utama kerugian pada suatu usaha 

pengembangbiakan sapi. Hal ini dapat disebabkan dari: 

(1) Semen yang berkualitas buruk; (2) Kurangnya 

libido (gairah seks); (3) Kelainan fisik yang 

menyebabkan kesulitan untuk mengawini betina, 

pejantan yang terlalu gemuk, posisi kaki yang buruk, 

radang sendi; (4) Testis yang tidak sama besar antara 

kiri dan kanan, atau testis yang kecil dan tidak kenyal; 

(5) Kulit preputium yang abnormal yang 

mempengaruhi struktur penis; dan (6) Penyakit 

reproduksi, penyakit-penyakit umum ataupun pejantan 

yang cedera (Want 2005). Secara umum, sapi pejantan 

dianggap sudah cukup baik untuk digunakan sebagai 

pemacek pada umur 1,5 tahun walaupun bila ada 

pejantan lain yang lebih dewasa akan terlihat efek 

dominasi dari pejantan dewasa (López et al. 1999). 

Kualitas semen 

Kualitas semen sangat menentukan keberhasilan 

suatu program perkawinan, baik secara alami maupun 

secara inseminasi buatan. Kualitas semen yang baik 

dapat ditentukan atas keberhasilannya untuk mencapai 

sel telur, menembus zona pelusida, membuahinya dan 

menjaga agar tidak terjadi polispermia (Dalton 2011). 

Secara umum, kualitas semen seekor pejantan di 

Indonesia sampai saat ini dinilai secara makroskopis 

menggunakan mata telanjang yaitu berupa volume per 

ejakulat (ml), warna, pH, konsistensi dan secara 

mikroskopis (menggunakan mikroskop) yaitu berupa 

motilitas massa, motilitas individu (%), viabilitas (%), 

abnormalitas serta konsentrasi sperma (juta/ml) (Lestari 

et al. 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas semen segar sapi berumur empat tahun adalah 

mempunyai volume 7,3±0,5 ml; pH 6,5±0,1; motilitas 

massa 2±0 (+); motilitas individu 71,3±0,8%; dan 

konsentrasi spermatozoa 1.612,2±172,2 juta/ml 

(Nyuwita et al. 2015). 

Di Amerika Serikat, pemeriksaan kualitas semen 

sejak tahun 1979 telah dilakukan menggunakan 

bantuan program komputer (computer assisted sperm 

analysis, CASA). Amann & Katz (2004) adalah yang 

pertama kali menemukan manfaat dari CASA-system 

yang dapat mendeteksi pengaruh lingkungan terhadap 

kualitas semen dan fungsi sperma. Selain dapat 

mengukur total persentase motilitas, progresifitas 

sperma dan pergerakan lokal dari sperma, dengan 

CASA-system dapat pula mengukur parameter-

parameter lain dari kecepatan (velocity) pergerakan 



WARTAZOA Vol. 27 No. 1 Th. 2017 Hlm. 023-034 

 26 

sperma (seperti kecepatan pada garis lurus/VSL atau 

kecepatan pada garis lengkung/VCL) atau beat cross 

frequency/BCF (BCF adalah kemampuan spermatozoa 

untuk melintasi kecepatan rata-rata (average velocity 

path). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2010) 

merekomendasikan pergerakan sperma pada suhu 37oC 

dengan beberapa tingkat, yaitu progresif cepat (≥25 

µm/detik), lambat, pergerakan tidak progresif (<5 

µm/detik) dan imotil. Dengan menggunakan CASA-

system penilaian sperma menjadi lebih akurat, karena 

selain sperma tersebut sudah teruji secara makro 

maupun mikro (normalitas sperma) juga diuji 

kecepatan pergerakannya. Spermatozoa yang normal 

apabila pergerakannya lambat juga kurang sempurna 

untuk terjadinya suatu pembuahan, demikian juga 

spermatozoa yang dapat bergerak dengan cepat namun 

sperma tersebut abnormal maka kemampuannya untuk 

membuahi oosit akan rendah (Amann & Katz 2004). 

Libido 

Libido adalah nafsu keinginan pejantan untuk 

kawin. Untuk keberhasilan perkawinan secara 

inseminasi, sapi betina harus dideteksi estrusnya. 

Deteksi estrus dapat dilakukan dengan cara melihat 

perubahan tingkah lakunya seperti betina tersebut 

saling menaiki atau diam saat dinaiki (standing heat) 

oleh sapi pejantan (bull). Pada perkawinan secara alam, 

deteksi berahi ini sangat mudah, karena hal ini 

dikerjakan oleh pejantan. Namun, ternyata pejantan 

satu dengan pejantan lainnya mempunyai perbedaan 

dalam kemampuannya untuk mendeteksi berahi (Perry 

2012). 

Faktor genetika memainkan peran yang penting 

dalam menentukan libido, namun juga masih ada peran 

faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi dari 

libido seekor pejantan, kedua faktor tersebut 

mempengaruhi aktivitas seksual dari seekor pejantan. 

Kesuburan (fertility) suatu kelompok ternak 

dipengaruhi oleh multi-faktor sehingga sulit untuk 

menarik kesimpulan yang pasti tentang hubungan 

antara libido dan kesuburan. Beberapa pejantan dengan 

ekspresi libido yang tinggi, belum tentu dapat 

meningkatkan nilai kesuburan pada sekelompok ternak. 

Ada bukti bahwa sapi jantan yang dominan mungkin 

akan lebih banyak mengawini betina di padang 

pengembalaan, namun tidak selalu sejalan dengan 

penampilan kesuburaannya. Pejantan yang lebih tua 

menunjukkan ekspresi libido yang lebih besar dan 

tampil lebih efisien dalam mengawini betina. Pejantan-

pejantan muda yang telah dewasa secara seksual dan 

secara fisik mampu untuk mengawini betina ternyata 

tidak berpengaruh terhadap angka kebuntingan 

sekelompok ternak. Angka kebuntingan lebih 

dipengaruhi oleh interaksi umur yang lebih tua dan 

dominasi pejantan terhadap pejantan-pejantan lain yang 

lebih muda. Libido seekor pejantan ternyata juga 

dipengaruhi oleh panas lingkungan. Pemberian pakan 

yang terlalu berlebihan ataupun yang terlalu 

kekurangan akan berkorelasi negatif dengan libido 

(López et al. 1999; Petherick 2005). 

Pemberian pakan untuk pejantan dapat dibagi ke 

dalam salah satu dari tiga kategori: (1) Pejantan dewasa 

dengan kondisi tubuh yang baik. Pejantan ini dapat 

hidup dengan diet berbasis hijauan 100% dengan 

kualitas sedang (protein kasar 7-10% dan 50% TDN). 

Mereka akan mengkonsumsi sekitar 2% bahan kering 

(BK) dari berat badan mereka atau pejantan seberat 900 

kg akan memerlukan kira-kira 18 kg BK; (2) Pejantan 

dewasa yang perlu untuk meningkatkan berat 

badannya. Pejantan ini membutuhkan pakan hijauan 

ditambah suplemen biji-bijian (protein kasar 8-10% 

dan 55-65% TDN). Semakin besar peningkatan berat 

badan yang ingin dicapai semakin besar pula energi 

yang dibutuhkan dalam diet; (3) Pejantan muda (usia 

dua tahun dan yearlings). Pejantan muda harus 

ditargetkan mencapai bobot badan sekitar 75% dari 

berat dewasa mereka pada usia dua tahun atau 

diperlukan pertambahan bobot badan sebesar 1 kg per 

hari mulai dari saat penyapihan sampai umur 15 bulan. 

Pertumbuhan sebesar 0,8-1,0 kg per hari hingga umur 

tiga tahun (Harborth & Navarre 2016). 

Selain itu, telah pula dilaporkan bahwa relokasi 

ternak ke lingkungan yang berbeda berpengaruh negatif 

terhadap libido seekor pejantan (Petherick 2005). 

Dengan demikian maka penggunaan seekor pejantan 

untuk perkawinan harus memperhatikan hal-hal 

tersebut di atas agar didapatkan angka kebuntingan 

yang tinggi. 

Proses kopulasi 

Proses kopulasi yang normal akan terlihat sebagai 

berikut: (1) Penis dan preputium dalam keadaan 

istirahat; (2) Penis mulai ereksi (preputium terbentang 

di sepanjang penis); dan (3) Penis berereksi dan 

kemudian berkopulasi dan terjadi ejakulasi, kemudian 

penis dan preputium segera kembali untuk beristirahat 

(Gambar 2) (Want 2005). 

Posisi penis dengan kulit penggantungnya 

Kulit pengikat penis yang baik harus terlihat 

ringan, longgar, tergantung kuat melekat dan merata 

pada bagian medial ventral (perut sampai ke pusar), 

tidak memiliki kulit longgar di sekitar pusar atau 

sekitar preputium, serta tidak memiliki tanda-tanda 

penonjolan preputium (Gambar 3). Kondisi penis yang 

tampak seperti pada Gambar 3 adalah kondisi yang 

ideal sehingga memudahkan seekor pejantan untuk 

berkopulasi. 
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Gambar 2. Tahapan proses kopulasi dari pejantan pemacek yang normal 

Sumber: Want (2005) 

 27 

                   

Gambar 3. (A) Pejantan pemacek umur dua tahun dengan peputium menempel kuat; (B) Pejantan pemacek umur 3,5 tahun 

dengan preputium agak menggantung 

Sumber: Want (2005) 

Pada kondisi tertentu sering ditemukan struktur 

abnormal yang dapat mencederai organ reproduksi dan 

yang menyebabkan hilangnya fungsi pejantan sebagai 

pemacek. Abnormalitas yang umum dijumpai adalah 

pada kulit penggantung penis seperti: (1) Kulit 

penggantung penis terlalu terjuntai dan perlekatannya 

dengan bagian medial lateral longgar (Gambar 4); (2) 

kulit penggantung penis/penis terlalu berat dan besar 

(Gambar 5); (3) Terjadi penonjolan preputium (Gambar 

6); dan (4) Kulit penggantung penis tidak melekat 

secara merata pada bagian medial ventral sekitar perut 

sampai ke pusar (Gambar 7). 

Abnormalitas posisi tergantungnya penis ini 

sangat berdampak negatif terhadap kemampuan 

pejantan untuk mengawini betina dan juga terhadap 

fertilitas pejantan. Masalah ini akan menjadi bertambah 

buruk dengan bertambahnya umur dari seekor pejantan 

pemacek. Untuk itu, sebaiknya pejantan dengan 

abnormalitas seperti yang telah disebutkan di atas tidak 

digunakan sebagai pemacek (Want 2005). 

 

Gambar 4. Pejantan umur 12 bulan dengan posisi penis yang 

paling tidak diinginkan, pelekatan yang longgar 

dan terlalu menggantung ke bawah sehingga 

dekat dengan tanah yang akan meningkatkan 

risiko cedera 

Sumber: Want (2005) 

A B 
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Gambar 5. Kulit penggantung penis ini terlalu berat dan tebal 

sehingga posisi penis menjadi terjuntai dan 

dengan sudut yang terlalu menukik ke tanah 

Sumber: Want (2005) 

 

Gambar 6. Sebuah preputium merah muda segar sesekali 

menonjol masih dapat ditoleransi, tetapi 

kemungkinan terjadinya risiko prolap tetap ada 

Sumber: Want (2005) 

 

Gambar 7. Posisi penis yang sangat buruk, preputium keluar 

secara permanen, tampak kering dan kotor 

Sumber: Want (2005) 

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk 

pembuntingan betina secara masal adalah jumlah 

ketersediaan pejantan siap kawin di setiap wilayah. 

Secara umum, seekor pejantan pemacek yang baik 

dapat digunakan untuk mengawini 25-30 ekor betina 

per satu periode perkawinan (satu musim kawin), 

namun hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah 

betina yang dikawinkan dapat ditingkatkan sampai 50 

ekor per pejantan tanpa menimbulkan pengaruh negatif 

terhadap angka kebuntingan. Namun, untuk 

mendapatkan hasil yang baik, harus dilakukan 

pengujian kebuntingan pada 30-60 hari setelah pejantan 

dikeluarkan dari kelompok perkawinan (Harty 2012). 

INSEMINASI BUATAN 

Banyak hal yang harus diperhatikan untuk 

suksesnya suatu program perkawinan dengan sistem 

inseminasi buatan, diantaranya adalah hal-hal berikut 

ini: (1) Dukungan Balai Inseminasi Buatan/Balai Besar 

Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan Daerah 

(BIB/BBIB/BBID) dalam penyediaan jumlah straw 

semen beku dengan kualitas baik sesuai SNI. Semen 

beku biasanya dikemas dalam straw mini berukuran 

0,25 ml dengan jumlah sel spermatozoa minimal 25 

juta/straw atau minimal 30 juta/straw dengan ukuran 

0,50 ml. Syarat mutu yang harus dipenuhi antara lain 

tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit 

menular, motilitas spermatozoa minimal 40% dan 

derajat gerakan individu spermatozoa minimal 2 (dua) 

pada saat semen beku dicairkan kembali. Semen beku 

sapi harus dikemas dalam bentuk straw dan diberi 

penandaan yang menunjukkan informasi kode pejantan, 

nama pejantan, kode batch, nama produsen, 

breed/bangsa pejantan. Semen beku harus disimpan 

dengan menggunakan goblet dan canister serta 

terendam penuh dalam N2 cair suhu -196°C pada 

kontainer kriogenik dilengkapi dengan kartu petunjuk 

isi container (SNI 2015); (2) Jumlah inseminator 

berkualitas (harus handal mendeteksi ternak berahi, 

ternak bunting sekaligus mendeteksi adanya gangguan 

reproduksi); (3) Ketersediaan dan distribusi N2 cair; (4) 

Peralatan pendukung (peralatan thawing otomatis, 

insemination gun, cover sheat dan lain-lain); (5) 

Sarana/prasarana (tangki penyimpanan semen beku 

besar dan kecil, sarana komunikasi, sarana 

transportasi); (6) Kecukupan pakan hijauan dan 

konsentrat (penyediaan benih/bibit hijauan makanan 

ternak, penyediaan lahan, jenis hijauan pakan ternak 

yang sesuai spesifik lokasi dan ketersediaan air. 

Khusus untuk N2 cair ada masalah besar dalam 

pendistribusiannya karena sarana transportasi dari 

pulau ke pulau tidak semua maskapai penerbangan mau 

membawa N2 cair ini. Pengiriman melalui laut 

membutuhkan waktu lama dan belum lagi gelombang 

yang besar dapat mengguncang container-nya sehingga 

sampai di tempat tujuan sudah habis. Pengiriman N2 

cair dari pelabuhan menuju lokasi juga mempunyai 

kendala tersendiri karena jalan yang bergelombang/ 
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berlubang akan menggoncang-goncang konteiner N2 

cair yang dapat berakibat kebocoran. Untuk lokasi yang 

demikian, maka sangat disarankan untuk melakukan 

INKA. Alternatif lainnya adalah pengembangan 

teknologi preservasi semen kering atau yang dikenal 

sebagai freeze dryed semen (Keskintepe et al. 2002; 

Martins et al. 2007a; 2007b). 

Pengetahuan petani tentang tanda-tanda berahi 

pada ternak sapi perlu terus disosialisasikan. Laporan 

ternak berahi kepada inseminator saat ini dapat 

dilakukan dengan komunikasi handphone. Pelaksanaan 

IB pada sore hari untuk ternak yang berahi pada pagi 

hari dan IB pada pagi hari untuk ternak yang berahi 

pada sore hari adalah peraturan baku inseminasi yang 

biasa dilakukan oleh para inseminator. Hal ini 

berdasarkan teori bahwa sapi akan berovulasi setelah 

sekitar 27,6±5,4 jam setelah terlihat estrus, sedangkan 

perjalanan sperma menuju tempat fertilisasi sekitar 6-

12 jam dan daya hidup sperma di dalam saluran 

reproduksi betina adalah 24 jam (Dalton 2012). 

Hal lain yang juga sangat penting adalah 

dilakukannya penyapuan terhadap betina-betina hasil 

IB dengan sapi pejantan, mulai hari ke-12 setelah IB 

dilaksanakan. Jumlah pejantan yang diperlukan untuk 

melakukan penyapuan ini berkisar 2-4 ekor pejantan 

untuk setiap 100 ekor betina yang sebelumnya telah 

dilakukan sinkronisasi berahi dan kemudian dilakukan 

IB (Nielson & Funston 2016). Hal ini dilakukan untuk 

memastikan hasil perkawinan dengan IB telah berhasil 

dan apabila ada betina yang gagal bunting dengan IB, 

maka pejantan tersebut akan mengawininya secara 

alami. Dengan demikian, waktu kosong betina yang 

tidak bunting dapat ditekan sehingga peternak tidak 

mengalami kerugian karena sapi betinanya tidak 

produktif. 

PERAN PAKAN TERNAK TERHADAP 

PENAMPILAN REPRODUKSI INDUK  

Studi tentang pentingnya kecukupan pakan 

(hijauan dan konsentrat) terhadap suksesnya suatu 

perkawinan (IB dan INKA) sudah banyak sekali 

dilaporkan. Kebanyakan dari laporan ini menyimpulkan 

bahwa estrus tidak akan terjadi pada kondisi kurang 

pakan atau estrus terjadi tetapi gagal bunting, atau 

bunting terjadi tetapi terjadi keguguran atau 

kebuntingan selamat sampai anak dilahirkan, tetapi 

anak lemah karena induk kurang nutrisi (Astuti 2004; 

Hess et al. 2005; Lake et al. 2005; de Sá Filho & 

Vasconcelos 2011; Diskin & Kenny 2014). Dengan 

demikian, untuk suksesnya suatu perkawinan baik 

dengan metode IB maupun INKA sangat diperlukan 

dukungan kecukupan pakan baik hijauan maupun 

konsentrat. 

Metode paling mudah untuk mendeteksi 

kecukupan nutrisi dari seekor ternak adalah dengan 

memperhatikan skor kondisi tubuhnya. Skor kondisi 

tubuh ini erat kaitannya dengan penampilan reproduksi 

seekor ternak. Pada skala skor kondisi tubuh 1-9, 

dilaporkan skor kondisi tubuh ideal adalah sekitar skor 

5-6 (atau 3 pada skala 1-5) yang dapat menampilkan 

selang estrus setelah beranak sekitar 52-59 hari. 

Bahkan persentase induk bunting pada skor kondisi 

tubuh ini dapat mencapai 93,8-95,6% (Rasby et al. 

2014). Dengan demikian, sapi beranak setiap setahun 

sekali dapat diharapkan. 

Pada saat kelahiran, betina-betina dengan kondisi 

tubuh yang terlalu kurus biasanya akan mengalami 

kesukaran dalam beranak dan anak yang dilahirkan 

juga biasanya dalam keadaan lemah dengan bobot 

sapih yang rendah. Hal ini tentunya juga akan dapat 

meningkatkan angka kematian anak. Saat-saat kritis 

untuk memonitoring skor kondisi tubuh yaitu pada saat 

30 hari menjelang dikawinkan, 90 hari setelah 

dikawinkan dan setelah anak disapih serta 100 hari 

sebelum beranak dan saat beranak (Encinias & Lardy 

2000). Apabila didapatkan skor kondisi tubuh di bawah 

normal dari yang telah ditetapkan, maka perlu diberi 

pakan tambahan berupa konsentrat sehingga kondisi 

tubuh yang ideal dapat tercapai. Untuk menjaga agar 

ternak dapat beranak pada saat yang tepat, maka perlu 

dibuat kalender perkawinan. Dengan masa kebuntingan 

sekitar 280 hari, maka perhitungkan agar ternak 

beranak saat ketersediaan pakan mencukupi. Misalkan 

perkawinan dilakukan pada bulan Februari pada 

kondisi cukup pakan maka ternak akan beranak pada 

bulan Desember pada saat cukup pakan juga, mengikuti 

musim panen petani tanaman pangan. Hal ini tentunya 

tidak perlu dilakukan apabila usaha ternak dilakukan 

secara terintegrasi dengan perkebunan sawit karena 

hijauan pakan ternak akan tersedia sepanjang tahun. 

DETEKSI KEBUNTINGAN DINI 

Deteksi kebuntingan dini sangat diperlukan untuk 

mempertimbangkan pengeluaran betina-betina yang 

tidak produktif sehingga dapat menghemat biaya 

pemeliharaan baik pakan maupun tenaga, dapat 

meningkatkan ruangan kandang yang tersedia. 

Disamping itu, ternak betina yang tidak produktif dapat 

segera dijual ke RPH untuk mendapatkan dana tunai. 

Beberapa metode deteksi dini yang telah banyak 

dilakukan adalah: (1) Secara palpasi rektal setelah 35-

45 hari perkawinan. Metode ini dilakukan oleh dokter 

hewan yang berpengalaman ataupun oleh ATR atau 

oleh Petugas PKb; (2) Menggunakan alat 

ultrasonograph (USG) sekitar 30 hari setelah 

perkawinan; dan (3) Menggunakan hormonal test 

sekitar 30 hari setelah perkawinan baik dari cairan 

darah maupun cairan urin (Bekele et al. 2016). 

Keistimewaan deteksi kebuntingan dengan metode 

palpasi adalah kebuntingan dapat dideteksi sekitar 35 
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hari (50-60 hari bagi sebagian besar ATR/PKb), 

hasilnya dapat diketahui seketika itu juga tidak perlu 

menunggu hasil laboratorium, biayanya lebih murah 

dibandingkan dengan menggunakan metode USG, 

tidak dibutuhkan peralatan khusus namun akan lebih 

baik bila deteksi kebuntingan ini dilakukan secara 

kombinasi antara palpasi dengan USG atau dengan 

analisa darah. 

Kelemahan dari deteksi kebuntingan dengan 

metode palpasi adalah kebuntingan tidak dapat 

dideteksi lebih dini dibandingkan dengan metode USG 

maupun analisis darah, diperlukan tenaga yang 

berpengalaman untuk dapat mendeteksi kebuntingan di 

bawah 50-60 hari, palpasi rektal juga dapat 

menyebabkan abortus (sekitar 1-3% terjadi abortus, 

tergantung pada umur kebuntingan dan pengalaman 

teknisi ATR/PKb) dan ada kalanya pelaksanaannya 

tidak dapat dilaksanakan segera karena tidak adanya 

kesesuaian jadwal antara pemilik ternak dan teknisi 

(Bekele et al. 2016). Pada situasi yang lebih ekstrim 

lagi yaitu pada kondisi di peternakan dengan sistem 

pemeliharan ekstensif dimana saat petugas datang, 

ternaknya masih berada di hutan-hutan sekeliling 

padang pengembalaan. 

Keuntungan menggunakan metode USG adalah 

kebuntingan dapat dideteksi pada hari ke-28 setelah 

perkawinan, betina bunting dapat dikelompokkan 

berdasarkan umur kebuntingannya, anak yang 

dikandung dapat diketahui jenis kelaminnya, dapat 

mengidentifikasi apabila terjadi kebuntingan kembar, 

dan lebih aman walaupun dilakukan pada kebuntingan 

yang sangat muda dibandingkan dengan metode palpasi 

dan hasilnya dapat diketahui seketika itu juga. 

Kelemahan dari metode USG adalah diperlukan dana 

tambahan untuk melakukannya karena diperlukannya 

peralatan yang cukup mahal dan tenaga ahli yang 

terlatih untuk mengerjakannya, dengan keterbatasan 

ketersediaan alat USG dan tenaga terlatih berarti jadwal 

pemeriksaan akan sangat padat (Bekele et al. 2016). 

Keuntungannya menggunakan analisis darah 

adalah para tenaga ATR/PKb ataupun inseminator 

dapat dilatih untuk mengambil sampel darah dan 

mengumpulkan sampel-sampel darah tersebut untuk 

selanjutnya dikirimkan secara sekaligus ke laboratorium 

untuk diuji protein darah yang berhubungan dengan 

kebuntingan. Karena dikerjakannya secara kolektif dan 

serentak, maka kebuntingan dapat dideteksi pada umur 

kebuntingan 30 hari. Deteksi kebuntingan dengan 

metode analisis darah ini lebih aman dari metode 

palpasi/USG, karena teknisi tidak akan bersentuhan 

sama sekali dengan saluran reproduksi. Pengumpulan 

darah dapat dilakukan secara terjadwal apabila memang 

lokasi dari satu desa ke desa yang lain berjauhan. Hasil 

dari analisis darah ini 99% akurat untuk menetapkan 

ternak yang tidak bunting dan 95% untuk menetapkan 

ternak yang bunting (Bekele et al. 2016). 

Kelemahan dari metode analisis darah adalah 

diperlukannya pengumpulan sampel darah yang 

memerlukan tenaga terlatih, memerlukan waktu 

beberapa hari untuk mengetahui hasilnya bahkan 

mungkin beberapa bulan untuk kondisi Indonesia yang 

sering terjadi kekurangan bahan-bahan kimia yang 

diperlukan ataupun keterbatasan laboratorium. 

Terkadang pada beberapa ternak yang mengalami 

abortus dini, secara hormonal masih terdeteksi sebagai 

ternak bunting hal ini disebabkan hormon-hormon 

kebuntingannya masih belum sepenuhnya hilang. 

Ternak yang diidentifikasi kebuntingannya paling tidak 

harus telah lewat 90 hari dari masa beranak, karena 

hormonal kebuntingan dari saat kebuntingan yang lalu 

masih akan berpengaruh terhadap hasil analisis darah 

yang membuat ternak seolah-olah dalam keadaan 

bunting. Deteksi kebuntingan dengan menggunakan 

metode analisis darah tidak dapat menentukan jenis 

kelamin anak yang dikandung oleh seekor ternak. 

Dalam serum darah sapi bunting ditemui estron 

sulfat yang merupakan indikator yang berguna dari 

fungsi plasenta. Rata-rata, konsentrasi estron sulfat 

berfluktuasi antara 2 dan 6 PG/ml dan secara bertahap 

meningkat sampai hari ke-50 kebuntingan. Setelah hari 

ke-50 konsentrasi estron sulfat secara signifikan 

dipengaruhi oleh hari kehamilan dan jumlah janin. 

Setelah hari ke-80, estron sulfat meningkat secara 

drastis, diikuti oleh peningkatan konsentrasi estron dan 

estradiol-17β (Hirako et al. 2002). 

Metode deteksi kebuntingan dengan menguji air 

seni pada kebuntingan 1, 2 dan 3 bulan dengan 

menggunakan asam sulfat pekat telah dilaporkan oleh 

(Sayuti et al. 2011). Deteksi kebuntingan lebih dini lagi 

yaitu pada hari ke-22 setelah diinseminasi melalui uji 

air seni selanjutnya dilaporkan pula oleh Illawati 

(2012), yang mendapatkan akurasi deteksi kebuntingan 

sebesar 97% dalam waktu 25-40 detik. Uji kebuntingan 

dilakukan dengan menggunakan asam sulfat (H2SO4) 

pekat dengan dosis 0,1 ml. 

Metode deteksi kebuntingan apapun yang 

digunakan hasilnya adalah pemilahan betina menjadi: 

(1) Betina bunting; (2) Tidak bunting dan organ 

reproduksi normal (akseptor); (3) Tidak bunting organ 

repoduksi mengalami Gangrep; dan (4) Tidak bunting 

organ repoduksi mengalami Gangrep permanen. Betina 

ini kemudian akan mendapatkan SKSR. Betina-betina 

tidak bunting dan organ reproduksi normal (akseptor) 

inilah yang dibuntingkan. Sedangkan betina infertil dan 

tidak normal segera di-culling untuk dijadikan ternak 

pedaging. Kegiatan ini harus dilakukan secara 

terjadwal, serentak dan terintegrasi apabila ingin 

didapatkan jumlah kelahiran yang terjadwal. 
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PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI 

Gangguan reproduksi pada ternak dapat 

menyebabkan kegagalan reproduksi yang ditandai 

dengan kegalan dari betina tersebut untuk 

menghasilkan anak. Gangguan reproduksi pada sapi 

potong secara garis besar dapat disebabkan oleh 

beberapa hal diantaranya adalah kelainan anatomi 

saluran reproduksi, gangguan fungsional, kesalahan 

manajemen dan infeksi penyakit (Santosa 2014). 

Kementan melaporkan kegagalan program Gertak 

Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) disebabkan oleh 

tingginya angka ganguan reproduksi. Dilaporkan 

bahwa 40% dari betina produktif di Indonesia 

mengalami gangguan reproduksi (Kementrian Pertanian 

2017). Penanganan gangguan reproduksi secara dini 

sangat mendukung pengembangan usaha sapi potong 

melalui peningkatan reproduktivitas ternak yang akan 

berdampak pada pertambahan populasi. Dalam hal ini, 

peran dokter hewan, petugas PKb dan ATR sangat 

penting, karena penanganan secara dini setiap kasus 

gangguan reproduksi sangat menentukan keberhasilan 

program perkawinan, baik secara kawin alam maupun 

secara inseminasi buatan. 

Pengetahuan anatomi saluran reproduksi sangat 

penting untuk suksesnya suatu program 

pengembangbiakan, karena kelainan anatomi saluran 

reproduksi mempunyai dampak yang permanen. 

Kelainan anatomi saluran reproduksi seperti tuba 

falopii yang buntu dapat berbentuk adhesio dinding 

tuba, adhesio antara ovarium dengan bursa ovarii, 

salpingitis baik akut maupun kronis, hidrosalping dan 

kista. Kelainan ini ada yang bersifat genetik serta 

infeksi mikroorganisme yang terlalu banyak di dalam 

uterus, serviks atau vagina. Pada kondisi demikian, sapi 

betina sebaiknya langsung dibawa ke RPH disembelih 

untuk dijadikan sumber daging (Prange & Duby 2007). 

Gangguan fungsional yaitu tidak berfungsinya 

dengan baik organ reproduksi yang mengakibatkan 

infertilitas biasanya disebabkan oleh adanya 

abnormalitas hormonal. Beberapa contoh kasus 

gangguan fungsional, diantaranya: sista ovarium, 

subestrus dan berahi tenang, anestrus, serta ovulasi 

tertunda (Santosa 2014). Penanggulangannya dapat 

dilakukan dengan perlakuan preparat hormon 

reproduksi seperti GnRH, progesteron, PMSG, PGF2α, 

chorulon dan lain-lain. Dosis pemberiannya disesuaikan 

dengan rekomendasi pabrik. 

Gangguan reproduksi yang disebabkan kesalahan 

manajemen biasanya karena malnutrisi, berupa 

kekurangan protein yang sangat berat. Meskipun 

keseimbangan energi dan protein sebelum dan sesudah 

beranak (prepartum dan postpartum) merupakan faktor 

yang paling penting yang mempengaruhi postpartum 

estrus. Lemak tubuh ternyata sangat penting dalam 

penentuan estrus kembali setelah beranak. Persentase 

lemak dalam tubuh induk dapat diperkirakan dengan 

skor kondisi tubuh. Pada ukuran skor kondisi tubuh 1-9 

skor kondisi tubuh di atas lima dinyatakan cukup baik. 

Peningkatan kadar lemak pada pakan sapi selama 

kurang lebih 60 hari sebelum beranak dilaporkan dapat 

meningkatkan angka kebuntingan pada musim kawin 

selanjutnya. Namun, dilaporkan pula bahwa 

penambahan lemak yang berkadar asam linoleat tinggi 

pada pakan sapi setelah beranak dapat menghambat 

kinerja reproduksi sapi (Hess et al. 2005). Dilaporkan 

pula bahwa kekurangan unsur mineral kalsium (Ca), 

fosfor (P) dan magnesium (Mg) pada ternak sebagai 

mineral utama dapat menyebabkan gangguan 

reproduksi yang menyebabkan anestrus, berahi tidak 

teratur dan sulit mengalami kebuntingan. Perbandingan 

Ca dan P tidak normal akan menurunkan kesuburan 

ternak. Rendahnya kadar Mg menyebakan kematian 

pedet setelah dilahirkan (Santosa 2014). 

Panjangnya masa postpartum interval biasanya 

terjadi pada induk-induk yang masih menyusui 

anaknya, hal ini disebabkan oleh gagalnya folikel 

dominan untuk berovulasi karena kurangnya sekresi 

lutheinizing hormone (LH). Induk-induk yang masih 

menyusui anak-anaknya tidak memperlihatkan tanda-

tanda berahi yang jelas sehingga deteksi estrus menjadi 

sulit. Padahal, deteksi estrus yang tepat merupakan 

prasyarat untuk suksesnya program IB. Sebaliknya, 

apabila periode menyusu anak dibatasi dan betina 

diekspose pada pejantan fertil maka sekresi LH akan 

meningkat dan akan mempercepat ovarium untuk 

bersiklus kembali. Namun hal ini dianggap kurang 

praktis, karena memerlukan banyak tenaga kerja 

(Diskin & Kenny 2014). 

Gangguan reproduksi yang disebabkan oleh 

parasit Trichomonas sp adalah Trichomoniasis. 

Penyakit ini tidak boleh ada pada pejantan dan betina. 

Penularan penyakit dapat terjadi saat coitus dan dapat 

menular ke fetus bahkan seringkali mengakibatkan 

keguguran pada fetus. Pemeriksaan terhadap penyakit 

Trichomoniasis ini terutama pada sapi yang baru 

datang (Santosa 2014). 

PENYELAMATAN BETINA BUNTING DAN 

BETINA PRODUKTIF 

Secara umum, apabila program pembuntingan sapi 

betina ini berhasil, untuk meningkatkan produksi 

daging masih dibutuhkan kegiatan lain yaitu 

penyelamatan betina bunting ini untuk sampai dapat 

melahirkan dengan selamat. Untuk itu, diperlukan 

petugas PKb dan/atau ATR yang handal yang dapat 

mengindentifikasi sapi bunting ataupun tidak bunting. 

Untuk sapi-sapi yang tidak bunting perlu segera 

dilakukan inseminasi ulang atau kalau memang terjadi 

gangguan reproduksi segera dilakukan penanganan 

sebagaimana mestinya. Untuk sapi-sapi yang bunting 
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perlu dilaporkan kepada peternak/pemilik ternak agar 

dilakukan pemberian pakan sesuai dengan status 

kebuntingannya. 

Hal yang cukup mencemaskan adalah pada saat 

peternak sangat membutuhkan uang tunai, padahal 

yang dia punya adalah sapi betina yang bunting hasil 

program SIWAB, maka tidak ada pilihan lain selain 

menjual sapi buntingnya tersebut. Apabila yang 

membeli ternak bunting tersebut peternak lain tidak 

menjadi masalah, namun apabila yang membelinya 

adalah jagal maka ternak betina bunting tersebut akan 

berakhir di RPH. Kasus pemotongan betina produktif 

di Kabupaten Malang dilaporkan di RPH Singosari 

15,10% dan RPH Gadang 26% (Soejosopoetro 2011). 

Secara lebih luas Tawaf et al. (2013) telah melakukan 

studi di 20 RPH di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, 

serta mendapatkan jumlah pemotongan sapi lokal 

betina umur produktif 31,04% dari jumlah sapi lokal 

yang dipotong. Untuk pengendalian pemotongan betina 

produktif pemerintah melalui Menteri Pertanian telah 

mengeluarkan peraturan tentang pengendalian 

pemotongan betina produktif (Kementrian Pertanian 

2011). Studi penyelamatan betina produktif di beberapa 

provinsi menyimpulkan bahwa penyelamatan betina 

produktif ini dapat dilakukan melalui pembentukan 

perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah yang 

menjaring ternak-ternak betina yang masuk ke rumah 

potong hewan (Priyanti et al. 2017). 

PENANGANAN KELAHIRAN 

Apabila proses kebuntingan berhasil maka tidak 

banyak hal yang perlu dilakukan, hanya cukup menjaga 

agar ternak cukup pakan dan pada saat umur 

kebuntingan tujuh bulan dapat disuntikan ETEC K-99 

agar anak yang lahir dapat kebal dari serangan 

Escsherichia coli enterotoksigenik yang dapat 

menyebabkan terjadinya diare dan kematian pada anak 

prasapih (Supar et al. 1997; Esfandiari et al. 2014). 

Penanganan kelahiran yang baik akan menentukan 

keberhasilan ternak sampai umur disapih yang 

kemudian dapat diandalkan untuk menjadi ternak 

bakalan penghasil daging. Untuk itu, diperlukan 

manajemen perawatan ternak dari lahir sampai menjadi 

ternak bakalan. Manajemen perawatan dari lahir 

sampai menjadi ternak bakalan ini perlu pengetahuan 

yang cukup, disini peran penyuluh sangat diperlukan. 

Ketersediaan pakan pada saat ini sangat mendukung 

performans ternak yang dihasilkan. 

KESIMPULAN 

Untuk mensukseskan UPSUS SIWAB diperlukan 

sistem terintegrasi yang didukung dengan pengetahuan 

tentang reproduksi dan manajemen reproduksi yang 

terstruktur mulai dari pemilihan betina produktif siap 

bunting, pejantan pemacek, metode perkawinan alam 

ataupun IB (ketersediaan semen, N2 cair, peralatan 

pendukung dan tenaga inseminator), deteksi dini 

kebuntingan, manajemen pakan dan pemberian pakan, 

pengontrolan terhadap penyakit reproduksi dan 

penyakit lainnya, pengawasan induk bunting, serta 

penanganan saat kelahiran dan pasca-kelahiran. Penting 

pula untuk dilakukan yaitu menyusun kalender 

perkawinan agar terjadi keselarasan antara periode 

beranak dengan ketersediaan sumber daya yang 

optimal, pengelolaan hijauan dan suplemen untuk 

memastikan kondisi tubuh yang baik sapi pada saat 

beranak. 
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ABSTRACT 

Gestation is the main goal for in vitro fertilization. The embryo that has been developed outside the body will be 

transferred directly into uterus leading to the process of hatching, implantation, and pregnancy. However, approximately 85% of 

embryos that have been transferred were failed to implant and it might be caused by hatching failure. Hatching is the process of 

releasing embryo from zona pellucida. If this process does not occur, it will cause pregnancy failure. Assisted hatching is a 

mechanism that dealing with thinning, slicing or artificially making holes in the zona pellucida to improve hatching. The process 

can be applied both in fresh or frozen embryos. This review describes various methods in assisted hatching such as enzymatic, 

chemical, mechanical, and laser beam as well as their advantages and disadvantages. Generally, some researches show that the 

technology of assisted hatching can improve the percentage of hatching and implantation of the embryo. However, in spite of the 

benefits, there are such weaknesses find in the zona pellucida of the embryo that has been manipulated such as toxic hazard 

medium, the risk of damage to the blastomeres or monozygotic twinning. Therefore, it is advisable to perform assisted hatching 

in certain cases that tends to face obstacles during the process of hatching such factors as age, embryo quality, the thickness of 

the zona pellucida and the number of failures in the in vitro fertilization program. 

Key words: Hatching, assisted hatching, implantation, in vitro fertilization, embryo 

ABSTRAK 

Kebuntingan merupakan tujuan utama yang akan dicapai melalui proses fertilisasi in vitro. Embrio yang telah 

dikembangkan di luar tubuh akan ditransfer kembali ke dalam rahim dan akan mengalami proses hatching, implantasi dan 

selanjutnya terjadi kebuntingan. Namun, diperkirakan 85% embrio yang ditransfer kembali gagal berimplantasi dan kegagalan 

proses keluarnya embrio dari zona pelusida (hatching) menjadi salah satu penyebabnya. Hatching adalah proses keluarnya 

embrio dari zona pelusida. Jika tahap hatching tidak terjadi maka kebuntingan juga gagal. Assisted hatching adalah teknologi 

berbantu yang dilakukan di laboratorium dan dikerjakan di bawah mikroskop dengan tujuan melakukan penipisan, penyayatan 

atau pembuatan lubang secara buatan pada zona pelusida untuk mempermudah terjadinya proses hatching. Assisted hatching 

tidak hanya diterapkan pada embrio segar, namun dapat pula dilakukan pada embrio beku. Ulasan ini menjelaskan berbagai 

metode assisted hatching (enzimatis, kimiawi, mekanis dan penggunaan sinar laser) beserta kelebihan dan kekurangannya. 

Secara umum, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi assisted hatching mampu meningkatkan persentase 

keberhasilan hatching dan implantasi embrio. Selain keuntungan yang diperoleh dari penerapan teknologi ini, terdapat 

kelemahan pada embrio yang telah mengalami manipulasi pada zona pelusida seperti bahaya toksik medium, risiko kerusakan 

pada blastomer maupun terjadinya kembar monozigotik sehingga disarankan untuk melakukan assisted hatching pada kasus yang 

cenderung mengalami hambatan pada proses hatching seperti faktor umur, kualitas embrio, ketebalan zona pelusida dan jumlah 

kegagalan pada program fertilisasi in vitro yang telah dilakukan. 

Kata kunci: Hatching, assisted hatching, implantasi, fertilisasi in vitro, embrio 

PENDAHULUAN 

Kelahiran individu baru atau berketurunan adalah 

tujuan utama dari proses reproduksi. Terjadinya 

kelahiran individu baru diperoleh setelah melalui 

serangkaian proses yang saling berkaitan satu sama lain 

di dalam tubuh. Proses diawali dengan pematangan sel 

telur dan sperma yang didukung oleh lingkungan organ 

reproduksi yang mendukung agar dapat terjadi 

fertilisasi sehingga kemudian terbentuk embrio, terjadi 

kebuntingan dan kelahiran individu baru. Gangguan 

proses reproduksi secara alami untuk memperoleh 

keturunan dapat terjadi antara lain berupa gangguan 

ovulasi, gangguan pada tuba dan uterus atau gangguan 
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pada spermatozoa (Roupa et al. 2009; Raheem & Ralph 

2011). 

Perkembangan dan aplikasi teknologi reproduksi 

berkembang pesat dan salah satu pengembangan 

teknologi reproduksi yang dilakukan adalah teknologi 

reproduksi berbantu. Teknologi reproduksi berbantu 

dimanfaatkan untuk membantu menangani 

permasalahan gangguan reproduksi yang dapat 

menyebabkan kesulitan memperoleh keturunan. Salah 

satu teknologi reproduksi berbantu adalah Fertilisasi In 

Vitro (IVF) yaitu teknologi reproduksi yang 

memungkinkan sebagian proses terjadinya kebuntingan 

dapat berlangsung di luar tubuh melalui penerapan 

proses aspirasi dan maturasi oosit, pembuahan dengan 

spermatozoa dan perkembangan embrio dilakukan di 

luar tubuh (Uzelac et al. 2012). Dengan kata lain, 

embrio dihasilkan di luar tubuh dan pada saat embrio 

berumur tiga hari akan ditransfer kembali ke dalam 

uterus untuk memperoleh kebuntingan (Goldberg et al. 

2007). Teknologi IVF juga telah dikembangkan dengan 

metode mikroinseminasi yaitu Intracytoplasmic Sperm 

Injection (ICSI) dimana sperma secara langsung 

diinjeksi ke dalam sel telur sehingga diharapkan akan 

dapat meningkatkan keberhasilan kebuntingan 

(Yanagida 2009). Akan tetapi, angka keberhasilan 

kebuntingan menggunakan teknologi ini masih belum 

optimal yakni sebesar 40-60% (Turhan et al. 2011). 

Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat 

keberhasilan teknologi IVF adalah rendahnya 

keberhasilan embrio setelah ditransfer ke uterus yang 

dapat berimplantasi. Diperkirakan 85% embrio yang 

ditransfer kembali ke dalam rahim mengalami 

kegagalan implantasi. Dilaporkan hanya 10-15% 

embrio yang ditransfer pada hari kedua atau hari ketiga 

umur embrio mampu berimplantasi. Sedangkan tingkat 

keberhasilan implantasi embrio yang ditansfer pada 

tahap blastosis hanya mencapai 23-25% (Huisman et 

al. 2000). Penyebab rendahnya tingkat implantasi dan 

kebuntingan kemungkinan disebabkan oleh gangguan 

yang terjadi pada embrio. Diketahui bahwa kegagalan 

implantasi berkaitan erat dengan kualitas embrio (Shi et 

al. 2014), metode yang digunakan pada saat proses 

transfer embrio maupun kesiapan penerimaan 

endometrium. Kualitas embrio yang tidak baik dapat 

terefleksi dari ketidaknormalan yang terdapat pada 

embrio seperti ketebalan zona pelusida, jumlah 

blastomer dan rata-rata fragmentasi yang terdapat pada 

embrio (Bó & Mapletoft 2013). Kualitas embrio yang 

ditransfer bahkan dapat menjadi salah satu cara 

memprediksi keberhasilan kebuntingan yakni melalui 

determinasi kriteria morfologi embrio (Sugimura et al. 

2012). 

Lebih lanjut disebutkan bahwa gangguan 

fertilisasi dapat pula disebabkan oleh blastosit 

abnormal pada zona pelusida (Montag et al. 2008). Ada 

dugaan bahwa terjadi pengerasan pada zona yang 

terjadi selama embrio yang dikultur in vitro pada 

medium atau setelah mengalami proses pembekuan 

(Vanderzwalmen et al. 2013). Akibat dari gangguan ini 

embrio kesulitan mengalami proses hatching (Makrakis 

et al. 2006). Proses terjadinya kebuntingan melibatkan 

banyak fenomena biologi yang rumit dan unik yang 

saling berkaitan satu sama lain. Agar dapat terjadi 

kebuntingan, embrio harus dapat melekat pada dinding 

endometrium untuk berimplantasi (Koot et al. 2012). 

Hatching adalah proses keluarnya embrio dari zona 

pelusida. Untuk dapat melekat pada dinding 

endometruim, embrio harus terlebih dahulu keluar dari 

zona pelusida. Proses ini menjadi tahap krusial karena 

jika tahap hatching tidak terjadi maka kebuntingan juga 

gagal (Hammadeh et al. 2011). 

Beberapa pendekatan teknologi digunakan untuk 

mengatasi masalah kegagalan proses hatching. Salah 

satu teknologi yang banyak digunakan adalah Assisted 

Hatching (AH). Assisted hatching merupakan teknologi 

berbantu yang dilakukan di laboratorium dan 

dikerjakan di bawah mikroskop pada zona palusida 

sebelum embrio ditransfer ke dalam uterus untuk 

membantu agar embrio dapat keluar dari zona pelusida 

untuk kemudian berimplantasi pada dinding rahim 

(Feng et al. 2009). Dasar dari metode ini adalah 

memanipulasi zona pelusida secara buatan agar proses 

hatching dapat terjadi. Ada beberapa metode AH yang 

saat ini banyak digunakan diantaranya adalah penipisan 

zona (zona thinning), pelubangan zona (zona drilling), 

menghilangkan secara keseluruhan zona menggunakan 

bahan kimia, teknik mekanik maupun menggunakan 

laser (Valojerdi et al. 2008). 

Assisted hatching telah banyak diterapkan pada 

pusat kesehatan yang berkaitan dengan infertilitas pada 

manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

teknik AH yang dilakukan dapat meningkatkan hasil 

kehamilan dan jumlah kelahiran pada pasien yang 

diprediksi mengalami kesulitan kehamilan seperti usia 

yang telah melebihi 35 tahun, kualitas embrio yang 

tidak baik, embrio dengan ketebalan zona pelusidan 

lebih dari 13 µm atau pasien yang telah mengalami 

kegagalan pada program fertilisasi in vitro (Lanzendorf 

et al. 2007). Akan tetapi, beberapa laporan 

menunjukkan hal yang sebaliknya (Frydman et al. 

2006). Tulisan ini bertujuan mengemukakan berbagai 

teknik AH dan evaluasi keuntungan dan kerugian, serta 

potensi untuk dapat meningkatkan keberhasilan 

implantasi pada embrio. 

MEKANISME HATCHING 

Di sekeliling sel telur baik pada tahap 

perkembangan, ovulasi maupun saat berkembang 

menjadi embrio selalu dilingkupi oleh sebuah lapisan 

ekstraselular yang disebut zona pelusida (Goudet et al. 

2008). Struktur zona pelusida terutama terdiri dari 
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glikoprotein yang berperan dalam menambah atau 

membatasi perkembangan embrio serta kompetensi 

perkembangannya. Zona pelusida terbentuk pada    

tahap terakhir proses oogenesis. Dalam tahap 

perkembangannya, inisiasi bertambahnya ketebalan 

zona pelusida sesuai dengan pertambahan diameter sel 

telur. Ketebalan zona bervariasi 2-20 µm tergantung 

pada jenis spesies (Nara et al. 2006). Lebih lanjut 

dilaporkan oleh Nara et al. (2006) bahwa ketebalan 

zona pelusida akan menurun setelah mengalami 

fertilisasi. 

Pembelahan sel akan terjadi setelah proses 

fertilisasi dan pembelahan akan terus berkembang 

membentuk blastomer-blastomer. Fase selanjutnya 

adalah fase kompaksi yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada pembatas blastomer yang menyatu satu 

sama lain untuk memulai kompaksi bersama-sama 

(Prados et al. 2012) Setelah 24 jam, embrio akan 

memasuki tahap kavitasi dan akan membentuk embrio 

blastosit yang ditandai dengan terbentuknya rongga 

berisi cairan atau yang disebut dengan blastocoel. Sel-

sel kemudian berdiferensiasi dengan sel-sel bagian tepi 

disebut trophectoderm (TE) dan sel-sel di bagian 

tengah disebut inner cell mass. Akumulasi air 

dihasilkan dari transportasi Na+ ke dalam blastosol dan 

terus ditingkatkan oleh kerja Na+/K-ATPase yang 

meningkatkan konsentrasi garam di dalam embrio 

dengan menarik air melalui mekanisme osmosis 

(Watson et al. 2004). Sebagai akibat dari akumulasi 

cairan yang terus meningkat, begitu pula dengan 

jumlah sel yang bertambah menyebabkan pembesaran 

pada blastosit. Pembesaran ukuran blastosit selanjutnya 

berakibat penipisan progresif pada zona pelusida 

(Brevini & Georgia 2013). Selain itu, sel-sel TE 

diketahui mensekresikan beberapa jenis asam amino 

seperti tripsin, plasmin, glutamin, insulin dan 

epidermal growth factor. Kedua kejadian utama yang 

terjadi pada embrio pada akhirnya akan mendesak 

blastosit keluar dari zona pelusida, tahap ini disebut 

dengan hatching. 

Setelah proses hatching, implantasi menjadi tahap 

selanjutnya yang akan dilalui oleh embrio. Implantasi 

embrio merupakan peristiwa perkembangan dinamis 

yang melibatkan serangkaian interaksi fisik dan 

fisiologis antara TE dan berbagai jenis sel endometrium 

seperti luminal, kelenjar epitel dan sel stroma (Lim & 

Dey 2009). Jika proses hatching telah terjadi itu artinya 

sel TE akan dapat berinteraksi dengan sel endometrium 

dan implantasi akan dapat terjadi (Wang & Dey 2006). 

Hatching menjadi salah satu tahap krusial pada 

keberhasilan kebuntingan karena jika hatching gagal 

terjadi maka embrio tidak dapat menempel pada 

endometrium dan artinya kebuntingan tidak akan 

terjadi (Taniyama et al. 2011). 

ASSISTED HATCHING 

Assisted hatching adalah teknologi berbantu yang 

dilakukan di laboratorium dan dikerjakan di bawah 

mikroskop dengan tujuan melakukan penipisan, 

penyayatan atau pembuatan lubang secara buatan pada 

zona pelusida dengan harapan mempermudah 

terjadinya proses hatching. Metode yang dilakukan 

adalah dengan melakukan manipulasi secara buatan 

pada ketebalan zona pelusida. Keuntungan yang 

diperoleh adalah dapat memastikan terjadinya koneksi 

awal antara embrio dan endometrium (Feng et al. 

2009). Beberapa metode AH telah dikembangkan dan 

dikategorikan ke dalam beberapa metode yaitu metode 

kimiawi (menggunakan asam tyrode) (Jones et al. 

2006), metode mekanis (pemotongan, penipisan, 

pelubangan menggunakan mikromanipulator) 

(Nakayama et al. 1998; Hershlag et al. 1999; Kim et al. 

2012), metode enzimatis menggunakan pronase (Sifer 

et al. 2006) dan metode terbaru yang saat ini 

berkembang adalah dengan menggunakan berbagai 

macam jenis laser (Ghannadi et al. 2011). 

 

(1) Proses kaviti blastocoel terbentuk kurang dari setengah volume embrio; (2) Blastocoel terbentuk hampir setengah dari 

volume embrio; (3) Blastosit terbentuk sempurna ditandai dengan blastocoel telah memenuhi semua bagian tepi embrio; 

(4) Blastosit mengalami ekspansi dan mulai terjadi penipisan zona pelusida; (5) Embrio memasuki tahap awal hatching, zona 

pelusida mulai terbuka (tanda panah); (6) Embrio telah mengalami hatching 

Gambar 1. Ekspansi blastosit dan hatching pada embrio 

Sumber: Kovačič & Vlaisavljević (2012) 
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Metode kimiawi 

Metode ini menggunakan larutan asam tyrode 

dengan pH 2,2. Metode ini menjadi metode yang paling 

sederhana karena hanya memaparkan embrio pada 

larutan asam tyrode untuk membuat sebuah lubang atau 

menghasilkan penipisan zona pada embrio. Terlebih 

dahulu embrio dipastikan tidak dapat bergerak dengan 

menahannya pada holding pipet. Pada saat yang hampir 

bersamaan pipet kedua dengan diameter 10 mikro yang 

beirisi larutan asam tyrode didekatkan pada zona 

pelusida dan dibuat lubang dengan menyemprotkan 

secara terkontrol larutan asam tyrode pada permukaan 

zona (Geber et al. 2011). 

Metode enzimatis 

Penipisan atau penghilangan zona pelusida pada 

metode AH dengan metode enzimatis dapat dilakukan 

dengan menggunakan pronase. Embrio ditempatkan 

pada medium yang telah ditambahkan 10 IU/ml 

pronase selama satu menit pada suhu 37°C untuk 

menginisiasi peregangan dan pelunakan pada zona 

pelusida. Pada umumnya zona pelusida akan meregang 

dan melunak setelah satu menit dipaparkan pada 

pronase. Embrio akan ditransfer kembali setelah zona 

pelusida menipis atau hilang secara keseluruhan. 

Keberhasilan kebuntingan dengan menggunakan 

metode ini dilaporkan mencapai 53% dengan 

persentase implantasi mencapai 33% (Sifer et al. 2006). 

Metode mekanis 

Assisted hatching dapat dilakukan dengan metode 

mekanis yaitu dengan membuat lubang buatan pada 

zona pelusida menggunakan microneedle (jarum 

dengan ukuran yang sangat kecil), teknik ini dikenal 

dengan Partial Zona Dissection (PZD). Embrio akan 

ditahan menggunakan holding pipet agar tidak bebas 

bergerak kemudian zona pelusida ditusuk 

menggunakan microneedle dengan sudut 30° dari arah 

yang berlawanan pada bagian kosong antara zona dan 

blastomer. Kemudian digesekkan pada holding atau ke 

dasar petri dish hingga zona pelusida tersayat. 

Teknik ini kemudian banyak dikembangkan 

melalui penelitian untuk mengoptimalkan hasil, antara 

lain dengan cross Mechanical Assisted Hatching 

(cMAH). Metode yang dikembangkan oleh Park et al. 

(2014) sebenarnya adalah pengembangan dari PZD. 

Namun, cMAH dikerjakan dengan membuat dua kali 

sayatan yang saling bersilangan. Setelah membuat satu 

sayatan pada bagian zona pelusida, embrio kemudian 

diputar 90° secara vertikal dan kemudian dibuat 

sayatan baru dengan posisi menyilang pada sayatan 

pertama. Teknik ini dapat dikerjakan dalam waktu satu 

menit tanpa membuat kerusakan pada blastomer dan 

keberhasilan hatching mencapai 80,6%. Pengembangan 

PZD juga dilakukan pada teknik Controlled Zona 

Dissection (CZD) yang dibedakan menjadi dua yaitu 

Long Zona Dissection (LZD) dengan panjang sayatan 

100 µm dan Moderate Zona Dissection (MZD) dengan 

panjang sayatan 66-65 µm. Teknik ini dilakukan 

dengan mengubah sudut holding pipet menjadi 65° 

sehingga memudahkan untuk membuat sayatan yang 

lebih panjang jika dibandingkan dengan teknik lainnya. 

Tingkat keberhasilan hatching pada LZD mencapai 

100% sedangkan MZD mencapai 71,8% (Lyu et al. 

2005). Keberhasilan implantasi embrio dengan teknik 

AH ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. 

Laser assisted hatching 

Laser assisted hatching saat ini menjadi salah satu 

teknik yang banyak dikembangkan dalam aplikasi AH. 

Penggunaan sinar laser dianggap sebagai alat yang 

ideal untuk prosedur pembedahan mikro karena 

energinya lebih mudah untuk difokuskan kepada area 

objek yang dituju dan dapat menghasilkan ukuran 

lubang yang lebih konsisten (Hammadeh et al. 2011). 

Secara umum, prosedur yang dilakukan berupa metode 

kontak atau non-kontak UV laser. Metode UV laser 

kontak memerlukan alat berupa holding dan alat 

pemotong yang digunakan untuk menyampaikan 

panjang gelombang sinar ultraviolet (UV) yang 

disampaikan melalui pipet kaca atau optical fibre 

(Antinori et al. 1996). Berbeda dengan metode UV 

kontak, metode UV non-kontak tidak memerlukan alat 

sebagai penghantar gelombang, akan tetapi dikerjakan 

dengan mengatur besarnya energi dan jumlah 

pengulangan yang diberikan. 

Berbagai pengembangan metode AH 

menggunakan sinar laser terus dilakukan. Salah satunya 

adalah beberapa pengembangan penggunaan berbagai 

jenis sinar laser seperti 1,48 µm infrared laser diode 

(Park et al. 2014), ZILOS-TK infrared laser optical 

system (Makrakis et al. 2006), OCTAX laser shot 

system (Nishio et al. 2006) dan erbium-yttrium-

aluminium-garnet (Er:YAG) (Obruca et al. 1997). 

Jenis laser non-kontak yang menggunakan 

infrared dioda dengan panjang gelombang 1,48 µm 

dapat menghasilkan luasan area tembakan yang besar 

dan dapat dikerjakan hanya dalam waktu 10 detik (Park 

et al. 2014). Sekitar 50% embrio akan hacthing dengan 

sempurna tanpa mengalami kerusakan pada blastomer 

atau kekhawatiran pengaruh buruk antibiotik terhadap 

embrio jika sinar laser hanya digunakan untuk 

mengikis zona tanpa membuat lubang. Hasil 

pengamatan embrio dengan menggunakan mikroskop 

elektron menunjukkan bahwa lokasi awal sobekan pada 

zona terjadi pada lapisan yang mengalami pengikisan 

dominan sehingga menunjukkan bahwa teknik ini dapat 
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Tabel 1. Penggunaan berbagai jenis sinar laser pada teknik assisted hatching 

Jenis laser Luas pembukaan zona (µm) 
Jenis metode 

hatching 

Implantasi (%) Kebuntingan (%) 

LAH Kontrol LAH Kontrol 

1,48 µm laser diode 80 Penipisan zona 15,8 14,9 31,4 28,6 

1,48 µm laser diode 16-18 Penipisan zona 17,7 20,8 33,3 40,3 

Zilos-tk laser system 5-10 Pelubangan zona 51 - 43 - 

Octax laser shot system 5-10 Pelubangan zona - - 29,7 30,4 

Er:YAG laser 18 Pelubangan zona 14,4 6 40 16,2 

LAH: Laser assisted hatching 

Sumber: Disarikan dari hasil penelitian Obruca et al. (1994); Baruffi et al. (2000); Petersen et al. (2005); Makrakis et al. (2006); 

Nishio et al. (2006) 

menciptakan garis sobekan yang alami pada zona 

pelusida. Akan tetapi kekurangan dari teknik ini adalah 

kesulitan untuk mengontrol kedalaman pengikisan 

yang banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

pengalaman operator, ketepatan posisi sinar laser dan 

jumlah air yang terkandung di dalam matriks 

glikoprotein (Blake et al. 2001). 

Jenis sinar laser lain yaitu Er:YAG dengan 

diameter tip laser fibre 20 µm, energi yang digunakan 

sebesar 10 µJ dan kedalaman penetrasi 3 µm menjadi 

salah satu cara untuk melakukan AH. Teknik ini 

diketahui juga tidak menyebabkan kerusakan pada 

ultrastruktur embrio maupun sel telur (Gambar 2). 

Bentuk lubang dengan menggunakan sinar ini 

menghasilkan bentuk yang hampir bulat sempurna 

dengan bagian dalam menyerupai bentuk kerucut 

dengan ujung yang terpotong. Sinar ini sangat mudah 

diserap oleh air sehingga pengerjaan harus terfokus 

pada permukaan zona pelusida bukan pada medium 

kultur embrio (Obruca et al. 1997). 

ASSISTED HATCHING PADA EMBRIO 

POST-THAWING 

Kualitas embrio setelah proses pembekuan 

diketahui mengalami penurunan kemampuan untuk 

bertahan hidup dan menunjukkan persentase 

keberhasilan kebuntingan yang juga rendah (Taniyama 

et al. 2011). Perbandingan penurunan persentase 

kebuntingan antara embrio tanpa pembekuan dengan 

embrio yang telah dibekukan dapat mencapai 10-13% 

(Hasler 2001). Hal ini diduga disebabkan terjadinya 

kerusakan pada embrio setelah proses kriopreservasi. 

Akibat dari kriopreservasi menyebabkan terjadinya 

kerusakan pada zona pelusida dan embrio mengalami 

penurunan massa atau volume. Stres selama proses 

pembekuan juga menyebabkan kerusakan mikrovili 

atau membran plasma, pembesaran pada mitokondria 

dan terjadi akumulasi molekul debris. Hal ini pada 

akhirnya menyebabkan perubahan pada matriks 

glikoprotein dan memicu pengerasan pada zona 

pelusida sehingga menghambat embrio untuk dapat 

hatching dan menurunkan tingkat keberhasilan 

kebuntingan (Moreira Da Silva & Metelo 2005). 

Secara umum, keberhasilan kebuntingan 

menggunakan embrio yang dibekukan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan menggunakan embrio tanpa 

pembekuan (Tucker et al. 1991). Berbagai metode AH 

dilakukan pada embrio pasca-pembekuan untuk dapat 

meningkatkan keberhasilan kebuntingan. Assisted 

hatching menjadi alternatif metode yang dapat 

membantu embrio pasca-dibekukan untuk dapat keluar 

dari zona pelusida dan meningkatkan potensinya untuk 

dapat berimplantasi (Tabel 2). 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN 

TEKNOLOGI ASSISTED HATCHING 

Kemampuan embrio untuk keluar dari zona 

pelusida menjadi syarat agar embrio dapat menempel 

pada dinding rahim dan terjadi kehamilan. Assisted 

hatching menjadi teknik yang dikembangkan untuk 

membantu meningkatkan keberhasilan implantasi 

embrio pada uterus. Pada manusia, penggunaan metode 

AH telah diterapkan pada banyak pusat-pusat 

pelayanan kesehatan infertilitas. Akan tetapi masih 

diperdebatkan penggunaannya hanya pada kasus 

tertentu atau dapat digunakan sebagai prosedur rutin 

dalam program IVF. Hal tersebut terjadi karena hingga 

saat ini keberhasilan atau keuntungan penggunaan 

teknik ini masih dalam perdebatan apakah teknologi ini 

secara nyata mampu memberi keuntungan (Valojerdi et 

al. 2008). 

Merujuk pada keuntungan maupun kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari penggunaan teknologi AH, 

masing-masing teknik yang digunakan juga memiliki 

keunggulan sekaligus kelemahan pada praktik 

penerapannya. Seperti penggunaan asam tyrode yang 

diketahui bersifat toksik dan dapat menyebabkan 

kerusakan pada embrio jika larutan asam masuk
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(A) Embrio dipaparkan pada sinar laser Er:YAG (tanda panah); (B) Gambaran scanning pada embrio menggunakan mikroskop 

elektron setelah dilakukan AH dengan sinar laser Er:YAG; (C). Ultrastruktur zona pelusida pada membran ooplasma yang 

tergambar dari karakter permukaan mikrovili yang masih terjaga dengan baik 

Gambar 2. Penggunaan sinar laser Er:YAG 

Sumber: Obruca et al. (1997) 

Tabel 2. Keberhasilan implantasi embrio setelah dibekukan dengan berbagai metode assisted hatching 

Metode assisted hatching 
Keberhasilan implantasi (%) 

Referensi 
Embrio beku Kontrol 

Enzimatis pronase 9,6 9,2 Sifer et al. (2006) 

Asam tyrode 11,4 5,8 Gabrielsen et al. (2004) 

Laser    

Pelubangan 20,1 9,9 Balaban et al. (2006) 

Penghilangan 50% zona pelusida 52,0 10,0 Hiraoka et al. (2008) 

Pembelahan zona 25,0 28,0 Vanderzwalmen et al. (2013) 

 

ke dalam, merusak blastomer dan menyebabkan 

kematian sel. Metode ini juga tidak memiliki 

standarisasi dalam pembuatan ukuran lubang atau 

penipisan zona karena bergantung pada kemampuan 

dan pengalaman operator (Jones et al. 2006). Cohen et 

al. (1990) menyatakan bahwa apabila metode ini 

dilakukan pada embrio yang mencapai tahap blastosis 

atau telah mencapai tahap blastosis sempurna akan ada 

konsekuensi besar yang akan terjadi pada embrio yaitu 

hilangnya blastomer melalui zona pelusida yang telah 

terbuka. Akan tetapi, hal ini tidak terbukti seperti yang 

dilaporkan Fong et al. (1998) bahwa penghilangan zona 

secara keseluruhan dengan menggunakan metode 

enzimatis tidak menunjukkan kerusakan pada sel 

bahkan hingga pada saat akan ditransfer. Seperti halnya 

penggunaan teknik enzimatis penggunaan teknik 

mekanis adalah metode yang mudah, dapat dilakukan 

dengan waktu yang relatif cepat dan tidak memerlukan 

biaya yang besar akan tetapi ukuran sayatan yang 

dihasilkan sangat bervariasi dan sangat bergantung 

pada keahlian dan pengalaman operator (Cohen & 

Feldberg 1991). 

Assisted hatching yang diterapkan pada embrio 

beku juga perlu memperhatikan pengaruh yang akan 

ditimbulkan akibat penerapan teknik ini. Metode 

mekanis, kimiawi dan laser saat ini menjadi metode 

yang banyak dikembangkan untuk menjawab berbagai 

perdebatan yang muncul berkaitan dengan keberhasilan 

implantasi dengan menggunakan AH pada embrio 

beku. Meskipun penggunaan pronase memiliki 

keuntungan yaitu mudah untuk diterapkan dan tidak 

membutuhkan biaya yang besar serta mampu 

melindungi embrio dari pengaruh buruk lingkungan 

eksternal yang mampu merusak embrio jika zona 

pelusida dihilangkan, namun hasilnya tidak 

menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan 

implantasi embrio beku (Sifer et al. 2006). 

Penggunaan laser mampu meningkatkan 

keberhasilan implantasi pada embrio beku, akan tetapi 

metode ini membutuhkan biaya yang tinggi. Selain itu, 

perlu diperhatikan bahaya yang ditimbulkan akibat dari 

paparan sinar laser terhadap embrio terutama berkaitan 

dengan luasan daerah zona pelusida yang akan 

mengalami penipisan atau yang akan dihilangkan. 

Diketahui embrio dapat mengalami shock akibat dari 

paparan suhu yang tinggi yang ditandai dengan aktivasi 

produksi heat shock protein (Hartshorn et al. 2005). 

Akan tetapi, teknik laser AH lebih baik dalam 

keakuratan posisi target yang diinginkan dan menjadi 

alat yang ideal untuk bedah mikro (Makrakis et al. 

A B C 
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2006). Selain itu, penggunaan laser juga dapat 

menghemat waktu sehingga embrio tidak terlalu lama 

keluar dari lingkungan yang ideal dan mencegah 

penurunan kualitas embrio. Penggunaan laser juga 

meminimalkan embrio terpapar pada zat kimia yang 

merugikan. Akan tetapi, perlu diperhatikan panjang 

gelombang yang digunakan agar tidak merusak DNA 

embrio (Lanzendorf et al. 2007). Penggunaan metode 

pembelahan zona harus memperhatikan tingkat 

kesulitan pada pembuatan ukuran lubang yang 

konsisten dan risiko buruk yaitu terjadinya lisis pada 

blastomer selama proses berlangsung. Akan tetapi, 

kajian terhadap metode yang baik untuk meningkatkan 

keberhasilan implantasi pada embrio beku masih terus 

dilakukan terutama dengan pengembangan modifikasi 

metode yang saat ini banyak dikerjakan. 

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah 

setelah aplikasi AH, zona pelusida akan terbuka dan 

menyebabkan embrio tidak terlindungi sepenuhnya dari 

lingkungan luar yang dapat menyebabkan kematian 

embrio atau merusak blastomer sehingga menurunkan 

kemampuan hidup embrio. Selain itu, embrio yang 

telah dimanipulasi pada zona pelusida akan sangat 

rentan terhadap toksisitas lingkungan organ reproduksi, 

mikroorganisme atau sel-sel imunitas pada saat proses 

transfer embrio. Selain itu, akibat dari pembukaan pada 

zona pelusida akan dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kembar monozigot (monozygotic twining) 

(Aston et al. 2008). 

Berdasarkan pertimbangan kebaikan dan 

keburukan dari teknologi AH maka direkomendasikan 

tidak dilakukan pada semua embrio hasil IVF. Hingga 

saat ini, laporan dari berbagai penelitian masih 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada aplikasi 

AH dalam peningkatan keberhasilan implantasi. Hal ini 

kemungkinan dapat terjadi karena keberhasilan embrio 

untuk berimplantasi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh 

embrio meski telah dilakukan AH untuk membantu 

berimplantasi, namun harus diperhatikan pula 

karakteristik atau riwayat pasien program IVF 

(Sagoskin et al. 2007). Aplikasi AH hanya dilakukan 

pada ketentuan keadaan umur ibu dan jumlah 

kegagalan program IVF yang telah terjadi pada pasien. 

Kualitas embrio yang tidak baik juga menjadi 

pertimbangan penggunaan teknologi AH. Transfer 

embrio dengan menggunakan embrio beku serta 

ketebalan zona pelusida yang lebih dari 13 µm juga 

direkomendasikan untuk dilakukan AH (Brezina & 

Zhao 2011). Usia ibu menjadi salah satu alasan AH 

dipergunakan karena semakin tua usia ibu maka risiko 

terjadinya penurunan pembentukan blastosis, 

perkembangan embrio juga menjadi lebih lambat dan 

kemampuan embrio untuk hatching semakin rendah 

(Tucker & Bal 2009). 

APLIKASI ASSITED HATCHING DI INDONESIA 

Kasus infertilitas yang dialami oleh pasangan 

suami istri memberikan dampak pada keadaan 

fisiologis baik pada suami maupun pada istri. Hal ini 

berkaitan dengan kultur budaya khususnya di Indonesia 

yang beranggapan bahwa setiap pasangan suami istri 

yang telah menikah kurang lengkap apabila belum 

mampu memiliki keturunan (Pranata 2009). Oleh 

karena itu, saat ini telah banyak berdiri pusat-pusat atau 

klinik infertilitas di Indonesia. Tujuannya adalah untuk 

memberikan bantuan kepada pasangan-pasangan suami 

istri yang mengalami masalah dalam memiliki 

keturunan. Program yang dilakukan oleh klinik 

infertilitas umumnya mencakup produksi embrio secara 

in vitro baik menggunakan teknologi ICSI ataupun 

dengan fertilisasi secara konvensional. Dalam 

perkembangannya, pusat-pusat kesehatan infertilitas ini 

terus meningkatkan pelayanan dalam menunjang 

keberhasilan program bayi tabung. Banyak teknologi-

teknologi yang dikembangkan diantaranya penggunaan 

teknologi AH, intracytoplasmic morphologically 

selected sperm injection dan preimplantation genetic 

diagnosis. 

Teknologi AH ditawarkan untuk membantu 

meningkatkan keberhasilan implantasi setelah proses 

transfer embrio. Akan tetapi, hingga saat ini sulit 

menemukan laporan-laporan ilmiah yang 

mengemukakan keberhasilan aplikasi AH di Indonesia. 

Selain itu juga belum ditemukan laporan penggunaan 

metode AH yang digunakan dalam aplikasi 

penggunaannya pada program bayi tabung. Jika 

merujuk pada nilai alat yang digunakan dalam metode 

pelaksanaan AH maka penggunaan laser dalam aplikasi 

AH tentu akan meningkatkan biaya pada program bayi 

tabung. Karena pihak klinik tentu membutuhkan biaya 

yang besar untuk melengkapi fasilitas klinik dengan 

alat laser AH. Tentunya hal ini akan berimbas pada 

peningkatan biaya program bayi tabung yang saat ini 

masih belum dapat dijangkau seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

kajian metode aplikasi AH yang tepat digunakan di 

Indonesia terkait tingkat keberhasilan, keamanan 

embrio dan biaya program bayi tabung di Indoneia. 

Agar program ini tetap dapat dijangkau untuk seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. 

Hingga saat ini, belum ditemukan laporan 

penggunaan AH yang dimanfaatkan untuk 

meningkatkan keberhasilan kebuntingan pada ternak di 

Indonesia. Penggunaan hewan masih hanya sebatas 

sebagai hewan model pada penelitian-penelitian yang 

dilakukan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

aplikasi AH memerlukan fasilitas dan peralatan 

laboratorium yang memadai untuk mendukung 
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keberhasilannya. Riset di Jepang dilakukan untuk 

memanfaatkan teknologi AH dengan tujuan 

meningkatkan nilai guna embrio sapi donor dengan 

kualitas yang tidak baik agar tetap dapat dimanfaatkan 

dan tidak terbuang sia-sia dan turut dirancang pula 

mikroskop stereo yang dapat berfungsi sebagai 

mikromanipulator dalam aplikasi AH sehingga 

memudahkan dan lebih praktis digunakan di 

peternakan (Taniyama et al. 2011). 

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar 

dalam mewujudkan program swasembada daging 

nasional. Salah satunya melalui program produksi 

embrio secara massal secara in vitro. Program ini 

dikerjakan oleh Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, 

Bogor. Setiap tahun, BET Cipelang mampu 

memproduksi ribuan embrio baik secara in vivo 

maupun in vitro. Pada tahun 2015, BET Cipelang 

menghasilkan 1.805 embrio dengan berbagai variasi 

kualitas embrio yang dihasilkan (Balai Embrio Ternak 

2015). Dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, 

tentunya teknologi AH menjadi salah satu peluang 

untuk meningkatkan keberhasilan kebuntingan program 

embrio transfer yang ada di Indonesia. Namun tentunya 

perlu pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai 

untuk pelaksaan aplikasi ini terutama kemudahan 

pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, perlu terus 

dilakukan riset dan kajian agar hal tersebut dapat 

terlaksana. 

KESIMPULAN 

Aplikasi teknik AH baik menggunakan metode 

enzimatis, kimiawi, mekanis dan sinar laser terhadap 

embrio hasil fertilisasi in vitro dapat membantu 

meningkatkan keberhasilan implantasi embrio. Akan 

tetapi, aplikasi teknologi ini direkomendasikan hanya 

pada resepien dengan kasus tertentu yaitu umur, jumlah 

kegagalan keberhasilan progran IVF, kualitas embrio 

yang tidak baik, embrio beku dan ketebalan zona 

pelusida >13 µm. Masing-masing metode AH memiliki 

kelebihan dan kekurangan pada penggunaannya. 

Namun, penggunaan teknik laser dengan berbagai jenis 

sinar yang berbeda dapat menjadi alternatif pilihan 

untuk digunakan pada aplikasi AH. Laser assisted 

hatching menjadi alat yang ideal untuk ketepatan dan 

akurasi posisi, waktu pengerjaan yang cepat sehingga 

dapat mencegah embrio terpapar lingkungan yang 

kurang ideal dan dapat mengurangi paparan zat kimia 

yang berbahaya pada embrio. 
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ABSTRACT 

KUB chicken is a new breed of local chickens as the result of selection by the Indonesian Research Institute for Animal 

Production, Ciawi-Bogor. KUB chicken has been developed in South Kalimantan since early December 2013 at farmers assisted 

by livestock services in South Kalimantan and animal house belongs to the Assesment Institute of Agricultural Technology 

(AIAT) South Kalimantan. The purpose of this paper is to discuss the potency, production performance, and development 

opportunities of KUB chicken in South Kalimantan. KUB chickens have several advantages i.e. high egg production (160-180 

eggs/hen/year), low brooding (±10%), faster growth, more savory meat taste, and adaptable to environment. Problems 

encountered in the development of KUB chicken in South Kalimantan are low hatchbility, expensive feed prices, and susceptible 

to diseases such as Newcastle Disease (ND) and Avian Influenza. Performance of KUB chicken at small farmers in South 

Kalimantan include egg production 65-67%, egg weight of 36.12-38.12 g/egg, feed consumption 85-105 g/head, feed conversion 

ratio 3.8-3.9, eggs fertility ranged between 90.21-92.61%, hatchability of eggs is 79.67-81.80% and DOC weight ranged from 

34.50-36.86 g/head. Efforts to prevent diseases are the use of herb medicine, ND vaccination, and biosecurity. Appropriate feed 

technology, disease prevention and strengthen the marketing network are strategies that should be applied to develop KUB 

chicken in South Kalimantan. This will lead new job and increase farmers’ income. 

Key words: Technology support, KUB chicken, development opportunities, South Kalimantan 

ABSTRAK 

Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) yang lebih dikenal dengan ayam KUB merupakan rumpun baru ayam lokal 

hasil inovasi penelitian Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor. Ayam KUB mulai dikembangkan di Kalimantan Selatan sejak 

awal Desember 2013 pada peternak binaan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kebun Bibit Induk BPTP 

Kalimantan Selatan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah membahas potensi, kinerja produksi dan peluang pengembangan 

ayam KUB di Kalimantan Selatan. Ayam KUB mempunyai keunggulan sebagai penghasil telur yang tinggi (160-180 

butir/ekor/tahun), sifat mengeram rendah (±10%), memiliki pertumbuhan lebih cepat, rasa daging lebih gurih dan mampu 

beradaptasi dengan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ayam KUB di Kalimantan Selatan adalah 

jumlah telur yang menetas rendah, harga pakan mahal dan serangan penyakit, antara lain Newcastle Diseases (ND) dan Avian 

Influenza (AI). Performans ayam KUB di Kalimantan Selatan antara lain: produksi telur 65-67%, berat telur berkisar 36,12-38,12 

g/butir, konsumsi pakan 85-105 g/ekor, konversi pakan 3,8-3,9, daya tunas telur berkisar antara 90,21-92,61%, daya tetas 79,67-

81,80% dan berat DOC antara 34,50-36,86 g/ekor. Upaya pencegahan penyakit dilakukan dengan memanfaatkan jamu ternak, 

vaksinasi ND dan biosekuriti. Penerapan teknologi pakan yang benar, mencegah terjadinya penyakit dan memperkuat jaringan 

pemasaran produk merupakan strategi yang dapat dilaksanakan dalam upaya pengembangan ayam KUB di Kalimantan Selatan 

sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan peternak. 

Kata kunci: Dukungan teknologi, ayam KUB, peluang pengembangan, Kalimantan Selatan 

PENDAHULUAN 

Permintaan daging ayam kampung di Kalimantan 

Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang 

diindikasikan dengan semakin banyaknya warung dan 

rumah makan yang menghidangkan menu ayam 

kampung. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan (2016) menyatakan bahwa populasi ayam 

kampung di Kalimantan Selatan berjumlah 9,8 juta 

ekor dengan jumlah pemotongan sebanyak 3,6 juta 

ekor (36,85%). Dalam kenyataannya, produksi ini 

belum dapat memenuhi permintaan yang ada. 

Mengembangkan ayam Kampung Unggul Balitbangtan 

atau yang lebih dikenal dengan ayam KUB dapat 

mailto:bptp-kalsel@litbang.pertanian.go.id


WARTAZOA Vol. 27 No. 1 Th. 2017 Hlm. 045-052 

 46 

menjadi salah satu alternatif usaha yang patut 

dipertimbangkan. Ayam KUB merupakan salah satu 

jenis ayam kampung hasil inovasi penelitian dari Balai 

Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor. Hidayat et al. (2011) 

menyatakan bahwa ayam KUB mempunyai keunggulan 

yaitu mampu memproduksi telur lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam kampung biasa. 

Ayam KUB saat ini umumnya dipelihara dengan 

tujuan sebagai penghasil telur tetas, telur konsumsi dan 

produksi daging. Usaha ayam ini relatif mudah 

pemeliharaannya dengan teknologi yang sederhana dan 

sewaktu-waktu dapat dijual jika ada keperluan rumah 

tangga yang mendesak (Noferdiman et al. 2014). Ayam 

KUB mempunyai prospek menjanjikan, baik secara 

ekonomi maupun sosial, karena dapat menyuplai 

kebutuhan bahan pangan bergizi tinggi dan mempunyai 

daya serap pasar lokal maupun regional. 

Yuwono & Prasetyo (2013) melaporkan bahwa 

usaha ayam kampung memberikan kinerja yang bagus 

melalui peningkatan sistem pemeliharaan dari yang 

awalnya semi intensif menjadi intensif dan mengarah 

kepada usaha agribisnis. Dengan demikian, diharapkan 

pengembangan ayam KUB di Kalimantan Selatan 

dapat memberikan nilai tambah ekonomis melalui 

sistem pemeliharaan semi intensif dan intensif. Dalam 

rangka mengeksplorasi dan mengetahui lebih lanjut 

informasi kinerja produksi ayam KUB yang dilakukan 

pada tingkat peternakan rakyat, maka dilakukan suatu 

demo plot pengembangan usaha ayam KUB di tingkat 

peternakan rakyat di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan 

Maret tahun 2013. Hal ini merupakan lokasi 

pengembangan ayam KUB yang sebelumnya telah 

dilakukan di Kebun Bibit Induk (KBI) yang dikelola 

oleh BPTP Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Berbagai 

permasalahan yang dihadapi antara lain tingkat 

mortalitas tinggi akibat penyakit Newcastle Deseases 

(ND), mata bengkak/sinusitis, AI, tingginya biaya 

pakan dan rendahnya skala usaha akibat keterbatasan 

modal usaha. Solusi dalam mengatasi permasalahan di 

atas, dapat dilakukan dengan aplikasi teknologi 

pencegahan dan pengendalian penyakit, vaksinasi ND 

secara berkala, teknologi pakan murah dan berkualitas 

serta pemasaran. 

Tujuan penulisan makalah ini untuk 

mendeskripsikan potensi, kinerja produksi serta 

peluang pengembangan ayam KUB di Provinsi 

Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat 

memberikan informasi dan gambaran tentang peluang 

usaha ayam KUB yang dapat meningkatkan 

pendapatan peternak secara berkelanjutan. 

KARAKTERISTIK USAHA AYAM KUB 

Peranan usaha ayam KUB 

Peranan ayam KUB cukup penting dalam 

kehidupan masyarakat peternak di Desa Teluk Cati 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan 

Selatan di samping sebagai penghasil telur, daging dan 

bibit, juga mampu memberikan tambahan penghasilan 

keluarga, selain dari hasil komoditas utama berupa 

padi, ubi alabio dan hasil tangkapan ikan serta dapat 

meningkatkan perekonomian peternak-peternak di 

perdesaan. 

Pemeliharaan ayam KUB di Kalimantan Selatan 

pada umumnya tergantung kondisi daerah masing-

masing, seperti di Kotamadya Banjarbaru, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara, 

difokuskan sebagai penghasil telur tetas dan telur 

konsumsi, sementara sebagian peternak lainnya 

menjual ayam KUB terutama pejantan muda sebagai 

ayam potong. Ayam KUB dipelihara dengan sistem 

intensif dan semi intensif, skala pemilikan 150-300 

ekor/ kepala keluarga, dapat memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan keluarga sebesar 54%. 

Produk ayam KUB yang dihasilkan berupa telur, 

dan daging memiliki pangsa pasar tersendiri. Hal ini 

terbukti oleh harga telurnya melebihi harga telur dan 

daging ayam ras, serta konsumennya sudah mulai 

meningkat. Ayam KUB yang diperdagangkan 

masyarakat Kalimantan Selatan sebagian besar (70-

90%) merupakan ayam muda. Jalur tata niaga yang 

umum dilakukan masyarakat terutama untuk penjualan 

ayam KUB adalah pedagang datang langsung membeli 

ke tempat peternak, selanjutnya siap dijual ke 

konsumen dalam bentuk ayam hidup. Produk ayam 

KUB yang diperdagangkan di pasar sudah dalam 

bentuk karkas. Karkas ayam KUB dan ayam kampung 

biasa, tidak menunjukkan perbedaan nyata, namun 

sebagian besar konsumen lebih menyukai membeli 

karkas ayam KUB. 

Potensi ayam KUB di Kalimantan Selatan 

Potensi pengembangan ayam KUB di Kalimantan 

Selatan mempunyai prospek yang menjanjikan, baik 

pemeliharaan yang dilakukan pada agroekosistem lahan 

kering maupun lahan rawa lebak. Salah satu faktor 

yang mendukung perkembangan usaha beternak ayam 

KUB tersebut, antara lain tersedianya bahan pakan 

lokal, sumber daya manusia dan konsumen/pasar. 
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Ketersediaan bahan pakan lokal di lokasi pemeliharaan 

sangat melimpah seperti ikan kering, dedak halus 

maupun bahan pakan lainnya. Demikian pula potensi 

sumber daya manusia peternaknya sudah memahami 

mengenai cara pemeliharaan ayam sehingga lebih 

mudah untuk dibimbing dan diarahkan. 

Ayam KUB dapat berkembang dengan baik di 

lahan rawa lebak, Kabupaten Hulu Sungai Utara 

dengan tingkat produktivitas lebih baik dibandingkan 

dengan ayam kampung lainnya. Hal ini disebabkan 

pada agroekosistem lahan tersebut banyak tersedia 

sumber pakan berupa hewan-hewan kecil (serangga 

dan cacing) yang merupakan protein penting bagi 

peningkatan produktivitasnya. Perbedaan keragaan 

pemeliharaan ayam KUB yang dipelihara di KBI 

Banjarbaru, dengan yang dilakukan oleh peternak Desa 

Teluk Cati, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan 

Selatan disajikan secara rinci pada Tabel 1. 

Parameter produksi ayam KUB di KBI Banjarbaru 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di tingkat 

peternak. Hal ini meliputi produksi telur, puncak 

produksi, tingkat mortalitas dari dara hingga dewasa, 

bobot badan dan konversi pakan. Umur pertama kali 

bertelur dan konsumsi pakan relatif hampir sama di 

kedua lokasi ini, sedangkan untuk masing-masing 

produksi terendah dan tertinggi dalam kelompok, pada 

kondisi peternak relatif lebih baik dibandingkan dengan 

kondisi di KBI. Rendahnya tingkat mortalitas di KBI 

Banjarbaru disebabkan karena tata kelola yang relatif 

lebih baik, misalnya seperti terdapatnya lampu 

penerangan dan lantai kandang relatif kering sehingga 

ayam lebih nyaman. Sebaliknya pada kondisi peternak 

di Desa Teluk Cati, kandangnya relatif lembab dan 

becek, bahkan pada saat air pasang akan menggenangi 

kandang, diduga dapat mengganggu kesehatan ayam 

KUB. 

Rata-rata konsumsi pakan ayam KUB berkisar 

antara 101-105 g/ekor/hari mendekati konsumsi pakan 

ayam kampung lainnya. Rata-rata konsumsi pakan 

ayam KUB ini lebih tinggi dengan yang dilaporkan 

Hidayat et al. (2011) yaitu berkisar antara 81-85 

g/ekor/hari dengan angka konversi pakan lebih besar 

(5,06). Pemenuhan kebutuhan pakan ayam KUB yang 

dipelihara peternak di Desa Teluk Cati, Kabupaten 

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan antara lain 

dengan memanfaatkan limbah pertanian. 

Bobot badan ayam KUB umur satu dan lima bulan 

di KBI masing-masing memperlihatkan rata-rata 

sebesar 455 g/ekor dan 1.780 g/ekor, lebih tinggi 

dibandingkan dengan di tempat peternak yaitu 410 dan 

1.670 g/ekor. Rata-rata bobot badan ayam KUB ini 

lebih tinggi dengan yang dilaporkan Hidayat et al. 

(2011) yaitu 1.318 g/ekor. 

Konversi pakan merupakan perhitungan antara 

jumlah konsumsi pakan dengan bobot badan atau berat 

telur yang dihasilkan selama pemeliharaan. Rata-rata 

koversi pakan ayam KUB di KBI Banjarbaru lebh kecil 

(3,15-3,20) dibandingkan dengan di peternak, yaitu 

sebesar 3,50-3,70. Rendahnya konversi pakan 

merupakan salah satu indikasi bahwa ayam KUB yang 

dipelihara di KBI Banjarbaru lebih efisien dalam 

memanfaatkan pakan menjadi daging. Hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata bobot badan yang dicapai 

(Tabel 1). 

Keragaan penetasan telur ayam KUB yang 

dilaksanakan di KBI Banjarbaru selama 16 kali periode 

penetasan, memperlihatkan data yang bervariasi (Tabel 

2). Dari jumlah telur yang ditetaskan sebanyak 2.412

Tabel 1. Keragaan produktivitas ayam KUB di KBI Banjarbaru dan Desa Teluk Cati, Kalimantan Selatan 

Parameter 

KBI Banjarbaru Peternak Desa Teluk Cati 

Pemeliharaan  Pemeliharaan  

Periode I Periode II Periode I Periode II 

Jumlah ayam KUB yang dipelihara (ekor) 300 250 185 300 

Rata-rata produksi telur (%) 60,65 65,50 56,40 58,32 

Puncak produksi (%) 77,69 73,55 65,60 68,23 

Umur pertama kali bertelur (hari) 154-168 155-157 155-158 156-158 

Rata-rata mortalitas sampai umur dara (%) 2,50 1,48 3,50 4,00 

Mortalitas saat dewasa (%) 0,50 0,64 1,00 1,50 

Rata-rata produksi terendah dalam kelompok (%) 28,49 31,06 20,50 18,76 

Rata-rata produksi tertinggi dalam kelompok (%) 72,89 72,25 87,50 78,60 

Rata-rata bobot badan umur satu bulan (g/ekor) 450 455 400 410 

Rata-rata bobot badan umur lima bulan (g/ekor) 1.750 1.780 1.650 1.670 

Rata-rata konsumsi pakan (g/ekor) sampai umur lima bulan 101 103 101 105 

Rata-rata konversi pakan sampai umur lima bulan 3,15 3,20 3,50 3,70 

Sumber: Suryana et al. (2014) 
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butir, diperoleh rata-rata daya tunas dan daya tetas 

masing-masing sebesar 82,36 dan 63,12%. Hasil ini 

berbeda dengan yang dilaporkan Suryana et al. (2014), 

bahwa rata-rata daya tunas dan daya tetas ayam KUB 

yang diperoleh di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara berkisar antara 65,55-89,92%, sementara 

Priyanti et al. (2016) melaporkan bahwa, rata-rata daya 

tunas dan daya tetas ayam KUB generasi sembilan 

masing-masing sebesar 74 dan 62%. Rata-rata 

mortalitas DOC selama 16 kali periode penetasan 

sebesar 2,56%, lebih kecil dari yang dilaporkan 

Priyanti et al. (2016), yaitu rata-rata mortalitas ayam 

KUB sampai dengan umur enam minggu sebesar lebih 

dari 5%. 

Ketersediaan bahan pakan merupakan salah satu 

persyaratan dalam usaha beternak (Yaman  2010; 

Djunu & Saleh 2014). Dalam penyusunan pakan ayam, 

terlebih dahulu harus diketahui kandungan gizi masing-

masing bahan pakan, baik kandungan protein kasar 

maupun zat-zat gizi lainnya (Iskandar et al. 2014a). 

Pakan yang tidak serasi dapat mengakibatkan berbagai 

masalah pada ayam, yaitu di antaranya pertumbuhan 

terhambat, produktivitas menurun, sakit dan akhirnya 

mati (Muryanto et al. 1995). Beberapa karakteristik 

pakan ayam kampung yang baik adalah: (1) Jumlah dan 

jenis zat makanan disesuaikan dengan fase 

pertumbuhan ayam (starter, grower dan layer); (2) 

Bentuk fisik pakan harus disesuaikan sehingga tidak 

mengganggu nafsu makan (palatabilitas); (3) Pakan 

tidak mengganggu pencernaan; dan (4) Harga bahan 

pakan terjangkau, kandungan gizinya mencukupi, serta 

ketersediaannya terjamin. Kandungan protein kasar dan 

energi metabolis menentukan kualitas pakan, kinerja 

ayam dan efisiensi produksi. Kebutuhan protein dan 

energi berbeda sesuai dengan umur ayam yang 

dipelihara (Suryana & Hasbianto 2008). Menurut 

Iskandar et al. (2014b) kebutuhan protein kasar dan 

energi metabolis untuk ayam KUB periode 

pertumbuhan, masing-masing sebesar 17,5% dan 2.800 

kkal/kg. 

Manajemen pemberian pakan pada ayam KUB 

yang dilaksanakan di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utarta terdiri atas tiga tahapan, yaitu: (1) Pakan 

untuk anak ayam umur 1-7 hari, diberi pakan ayam 

buras atau ayam ras starter dalam bentuk mash yang 

banyak dijual di pasaran; (2) Pakan untuk anak ayam 

umur 1-4 minggu diberi pakan campuran terdiri atas 

pakan ras starter, dedak halus satu bagian dengan 

jagung giling dua bagian (perbandingan 1:2) ditambah 

sumber mineral dan sumber protein lainnya; dan (3) 

Pakan untuk anak ayam umur 1,5-2 bulan diberi pakan 

tambahan berupa pecahan jagung, dedah halus, gabah 

dan lain-lain. Pemberian pakan ayam KUB dewasa di 

Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu Sungai Utar sudah 

dilakukan pencampuran antara pakan komersial (50%), 

dedak halus (30%) dan konsentrat (20%). Hal senada

Tabel 2. Keragaan hasil penetasan telur ayam KUB di KBI Banjarbaru 

Periode 

penetasan 

Jumlah telur yang 

ditetaskan (butir) 

Rata-rata 

daya tunas 

Rata-rata 

daya tetas 

Rata-rata 

embrio mati 
DOC cacat DOC mati DOC sehat 

--------------------- % -------------------- -------------------- ekor -------------------- 

I 85 73,50 50,34 2,10 2 2 40 

II 102 77,20 55,35 3,40 3 1 53 

III 115 79,20 57,22 4,40 4 2 61 

IV 135 78,30 60,56 1,78 5 1 76 

V 125 77,52 62,90 2,90 2 0 76 

VI 156 80,12 65,99 3,14 7 4 94 

VII 167 81,22 66,31 3,10 8 3 102 

VIII 185 86,60 66,56 5,78 2 4 121 

IX 170 85,44 68,11 1,01 5 4 110 

X 123 86,71 67,24 1,78 4 5 78 

XI 156 81,22 60,56 3,14 6 2 95 

XII 167 86,60 62,90 3,10 7 3 105 

XIII 185 85,44 65,99 5,78 5 4 119 

XIV 170 86,71 66,31 2,66 5 1 121 

XV 185 86,60 65,76 3,12 4 1 108 

XVI 186 85,44 67,83 1,70 5 2 122 

Rata-rata 150,75 82,36 63,12 3,06 4,63 2,44 92,56 

Sumber: Suryana et al. (2014) 
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dikemukakan Priyanti et al. (2016), bahwa setelah 

umur tiga minggu, ayam KUB diberi pakan campuran 

antara pakan jadi 75% dan dedak halus 25% atau 50% 

pakan jadi, 25% dedak halus dan 25% jagung giling. 

Sementara air minum selalu tersedia (ad libitum) di 

dalam kandang dan pemberiannya dapat dicampur 

dengan vitamin atau probiotik (Rizal et al. 2003). 

Penambahan probiotik dalam pakan sangat dianjurkan 

apabila dalam pakan mengandung serat kasar yang 

tinggi (Gunawan & Sulandari 2003; Daud  et al 2007; 

Asyari  et al. 2014). 

Pengendalian penyakit 

Penyakit-penyakit yang sering menyerang ayam 

KUB adalah ND, gumboro, fowl fox, snot, CRD, AI 

dan lumpuh (Suryana & Yasin 2014). Penyakit ND di 

samping sering terjadi pada ayam KUB, juga umumnya 

menjangkit pada ayam kampung dengan tingkat 

morbiditas dan mortalitas antara 80-100% (Zainuddin 

& Wibawan 2007). Lebih lanjut dikemukakan ada dua 

cara mengatasi penyakit pada ayam kampung, yaitu 

dengan program pengendalian dan pembasmian 

penyakit. Program pengendalian antara lain: (1) 

Menjauhkan ternak ayam dari kemungkinan tertular 

penyakit yang berbahaya; (2) Meningkatkan daya tahan 

tubuh ayam dengan vaksinasi, pengelolaan dan 

pengawasan yang baik; dan (3) Melakukan 

pemeriksaan untuk diagnosis sedini mungkin secara 

cepat dan tepat. Program pembasmian penyakit dapat 

dilakukan melalui: (1) Test and slaughter, yaitu apabila 

ternak dicurigai positif menderita penyakit pullorum, 

CRD atau lainnya harus dibunuh; (2) Test and 

treatment, bila diketahui ada penyakit dilakukan 

pengobatan; dan (3) Stamping out, yaitu bila terjadi 

kasus penyakit menular dan menyerang seluruh ayam 

di peternakan, maka ayam, kandang dan peralatan 

harus dimusnahkan. 

Program pencegahan penyakit pada ayam KUB 

yang dilaksanakan di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara dan KBI Banjarbaru, dilakukan dengan 

pemberian jamu ternak pada ayam umur sahari sampai 

dengan tiga bulan dengan dosis 1 cc/ekor melalui air 

minum, sementara pada umur lebih dari tiga bulan 

dosis pemberian jamu ternak 2-3 cc/ekor/hari selama 

lima hari berturut-turut. Berikutnya diberikan lagi jamu 

ternak sekali seminggu hingga mencapai dewasa dan 

siap bertelur (Suryana & Suprijono 2014). Manfaat 

jamu ternak yang dirasakan peternak, di samping dapat 

mencegah ayam KUB dari serangan penyakit ND dan 

AI, juga dapat meningkatkan nafsu makan dan 

menekan biaya obat komersial, yang selama ini 

dilakukan oleh pemelihara ayam kampung yang berada 

di sekitar lokasi pemeliharaan ayam KUB. 

Kinerja pertumbuhan ayam KUB 

Pertumbuhan ayam KUB dengan sistem 

pemeliharaan semi intensif dan intensif di Desa Teluk 

Cati, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan 

pertambahan berat badan lebih baik. Tabel 3 

menunjukkan pertambahan berat badan terbesar dicapai 

antara umur 4-5 bulan, yaitu selisihnya untuk ayam 

betina sebesar 375 g/ekor, dan ayam pejantan sebesar 

400 g/ekor. Rata-rata bobot badan ayam KUB pada 

umur enam bulan untuk jantan dan betina masing-

masing sebesar 1.600 dan 1.450 g/ekor. Pertambahan 

bobot badan ayam jantan dan betina memperihatkan 

perbedaan nyata walaupun pada umur yang sama. Hal 

ini diduga bahwa yang menyebabkan perbedaan 

tersebut adalah jumlah konsumsi pakan. Priyanti et al. 

(2016) melaporkan bahwa bobot badan ayam KUB-1 

induk pertama bertelur berkisar antara 1.331-1.411 

g/ekor, lebih rendah dibandingkan dengan ayam KUB 

generasi 7, 8 dan 9 sebesar 1.600 kg/ekor. 

Tabel 3. Rata-rata bobot badan ayam KUB sampai umur 

enam bulan di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Kalimantan Selatan 

Umur ayam 
Bobot badan (g/ekor) 

Jantan Betina 

1 hari 31,50 30,12 

1 bulan 500 475 

2 bulan 650 555 

3 bulan 750 675 

4 bulan 900 825 

5 bulan 1.650 1.600 

6 bulan 1.800 1.750 

Sumber: Suryana et al. (2014) 

Produktivitas ayam KUB yang dipelihara di Desa 

Teluk Cati, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan 

Selatan menunjukkan rata-rata produksi telur (65-

67%), berat telur (36,16-38,12 g/butir), dan indeks telur 

yang diperoleh pada ayam umur 15 bulan lebih tinggi 

dibandingkan dengan ayam KUB umur 10 bulan (Tabel 

4). Selanjutnya, rata-rata daya tunas dan daya tetas 

masing-masing sebesar 90,21-92,61% dan berat tetas 

yang dihasilkan ayam KUB umur 15 bulan lebih tinggi 

dibandingkan dengan umur 10 bulan, sementara rata-

rata konversi pakan pada ayam umur 10 bulan lebih 

rendah dibandingkan dengan umur 15 bulan. 

Pemeliharaan ayam KUB secara intensif di Desa Teluk 

Cati, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dilakukan 

pada enam peternak dengan skala pemeliharaan 

masing-masing 100 ekor/kepala keluarga secara 
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intensif lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

cara tradisional. Muryanto et al. (1994a; 1994b) 

menyatakan bahwa pemeliharaan ayam buras sistem 

eram asuh dan eram pisah selama enam bulan, 

keuntungan yang diperoleh masing-masing sebesar Rp. 

16.887,9; 20.762,9; 76.385 per tujuh ekor per enam 

bulan. 

Tabel 4. Produktivitas ayam KUB betina berdasarkan umur 

induk di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Kalimantan Selatan 

Parameter 
Umur induk ayam  

10 bulan 15 bulan 

Produksi telur (butir/ekor) 65 67 

Berat telur (g/butir) 36,12 38,12 

Indek telur (%) 78,55 80,44 

Konsumsi pakan (g/ekor) 85-100 100-105 

Konversi pakan 3,8 3,9 

Daya tunas telur (%) 90,21 92,61 

Daya tetas/telur fertil (%) 79,67 81,80 

Daya tetas/telur masuk (%) 78,56 74,12 

Berat DOC (g/ekor) 34,50 36,86 

Sumber: Suryana et al. (2014) 

Melalui introduksi paket teknologi yang terdiri 

atas tata laksana pemeliharaan induk, pemisahaan anak 

ayam setelah menetas, vaksinasi ND secara teratur, 

mampu meningkatkan pendapatan peternak ayam KUB 

di daerah lahan rawa lebak Kabupaten Hulu Sungai 

Utara, Kalimantan Selatan dengan kontribusi 

keuntungan sebesar Rp. 2.140.000 per siklus 

pemeliharaan. Kontribusi pendapatan dari usaha ayam 

KUB ini meningkat dari 2,60 menjadi 40,10% terhadap 

total pendapatan peternak. 

Pemeliharaan ayam KUB lebih menguntungkan 

dengan nisbah R/C sebesar 2,37 dibandingkan dengan 

keuntungan pemeliharaan ayam kampung (Tabel 5). 

Berdasarkan Priyanti et al. (2016) hasil analisis 

ekonomi pemeliharan pembesaran ayam KUB dengan 

skala pemeliharaan 1.000 ekor, nisbah B/C sebesar 

1,72 artinya usaha tersebut layak dan menguntungkan, 

karena nisbah B/C lebih dari 1. Priyanti et al. (2016) 

lebih lanjut melaporkan bahwa pemeliharaan ayam 

KUB untuk tujuan perbibitan dengan jumlah indukan 

sebanyak 300 ekor, rata-rata produksi telur sebesar 40-

45% masih layak dan mampu menghasilkan 

keuntungan dengan nisbah R/C sebesar 1,05. Priyanti 

et al. (2016) mengemukakan bahwa usaha pembesaran 

ayam KUB dengan skala 10-12 ekor per siklus 

produksi selama 35-40 hari memperoleh nisbah R/C 

sebesar 1,36 dengan jumlah penerimaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. 

Tabel 5. Perbandingan keuntungan beternak ayam buras dan 

ayam KUB di Desa Teluk Cati, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara dengan pemeliharaan intensif 

Komponen 
Jenis ayam 

Kampung* KUB** 

Penerimaan (Rp) 2.050.000 3.700.000 

Penjualan 25 ekor ayam 1.000.000 1.500.000 

Penjualan 70 butir telur 1.050.000 2.200.000 

Pengeluaran (Rp) 931.375 1.560.000 

Biaya bibit (Rp) 400.000 650.000 

Biaya pakan (Rp) 276.375 500.000 

Biaya obat-obatan (Rp) 50.000 75.000 

Biaya listrik (Rp) 25.000 35.000 

Biaya tenaga kerja (Rp) 150.000 250.000 

Lain-lain (Rp) 30.000 50.000 

Keuntungan bersih (Rp) 1.118.625 2.140.000 

R/C rasio 2,20 2,37 

Sumber: *Rasyid (2002); **Suryana et al. (2014) 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN AYAM KUB 

DI KALIMANTAN SELATAN 

Pengembangan ayam KUB pada umumnya 

diprioritaskan untuk peternakan rakyat, karena 

teknologinya sederhana, dapat dilaksanakan secara 

sambilan, mudah dipelihara, cocok untuk skala usaha 

keluarga di pedesaan dan daya adaptasinya tinggi, lebih 

tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam 

ras. Peluang pengembangan ayam KUB di Kalimantan 

Selatan berdasarkan kondisi lapangan yang ada adalah: 

(1) Pola pemeliharaan ayam KUB dilakukan secara 

berkelompok dengan memanfaatkan kelompok tani/ 

ternak yang sudah ada sehingga penguatan model 

kelembagaannya dapat dilakukan bersama-sama 

dengan anggota kelompok tani lainnya, baik dari aspek 

permodalan, tenaga kerja, pengelolaan dan pemasaran 

hasil. 

Model yang diterapkan dalam strategi 

pengembangan ayam KUB di Kalimantan Selatan 

dalam skala besar adalah sebagai berikut: (1) 

Pengembangan populasi ayam KUB dapat dilakukan 

dengan membentuk kelembagaan pengelola telur tetas 

dan penetasan dalam jumlah banyak dan kontinyu 

sehingga lebih mudah dalam pembinaan,  penyuluhan 

serta penyediaan bibit ayam KUB; (2) Penyediaan 

bahan pakan dapat dilakukan dengan pendekatan 

seperti bank pakan yang  dikelola oleh unit pengadaan 

pakan, atau model arisan bahan pakan di antara anggota 

kelompok; dan (3) Pemasaran hasil produksi dapat 

dilakukan dengan melibatkan anggota kelompok yang 
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tergabung dalam seksi usaha bersama, yang diketuai 

oleh manajer pemasaran. 

Bibit 

Pada umumnya, seleksi ayam KUB jantan sebagai 

pemacek masih dilakukan berdasarkan pengalaman 

peternak dengan melihat penampilan secara fisik. 

Menurut peternak, penampilan secara fisik badannya 

besar dan bagus walaupun umurnya masih muda. 

Dampak dari seleksi pejantan tersebut dapat 

menyebabkan penurunan produktivitas ayam KUB, 

yaitu daya tunas dan daya tetasnya rendah, setelah 

dilakukan proses penetasan, bahkan DOC yang 

dihasilkan banyak yang lemah dan akhirnya mati. 

Selain itu, di tingkat peternak di Desa Teluk Cati, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, seleksi telur tetas belum 

dilakukan dengan baik, sehingga perbedaan berat dan 

indeks telur tetas satu dengan yang lainnya variasinya 

masih tinggi, dan  DOC yang dihasilkan memiliki berat 

dan pertumbuhan berbeda. 

Pakan 

Bahan-bahan pakan lokal dalam penyusunan 

pakan ayam KUB seperti jagung, dedak halus dan 

bahan penyusun lainnya dalam jumlah besar kadang-

kadang ketersediaannya (kontinyuitas) mengalami 

kelangkaan sehingga untuk mencukupi kebutuhan 

tersebut perlu didatangkan dari daerah lain, akibatnya 

biaya bahan pakan meningkat. Peningkatan biaya 

bahan pakan menyebabkan harga pakan secara 

keseluruhan menjadi mahal dan tidak efisienya 

penggunaan pakan (Wahju 2004; Iskandar et al. 

2014b). Dampak dari itu semua, sebagian peternak 

ayam KUB beralih menggunakan pakan komersial 

50%, dedak halus 30% dan konsentrat 20%. Upaya lain 

yang dilakukan peternak/peternak di Desa Teluk Cati, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengantisipasi 

kelangkaan bahan pakan ayam KUB tersebut, 

dilakukan penyimpanan bahan pakan di gudang pakan 

dan pengaturan penggunaan bahan-bahan pakan 

sehingga dalam penyusunan pakan dapat diprediksi 

jumlah pakan yang dibutuhkan selanjutnya. 

Pengendalian penyakit 

Aspek penyakit merupakan salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi 

produktivitas ternak (Yuwono & Prasetyo 2013). 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

ayam KUB di perdesaan, selain rendahnya kualitas 

pakan adalah rendahnya kesadaran peternak dalam 

melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit, 

terutama penyakit ND, prolapsus uteri dan lumpuh 

(Suryana & Hasbianto 2008) dan cacingan, kutu, serta 

AI (Suryana et al. 2015). Upaya pencegahan seperti 

melarang masuknya ayam lain dari luar daerah yang 

endemik beberapa penyakit unggas, pemberian jamu 

ternak yang dilakukan peternak-peternak secara rutin 

kepada ayam KUB, melakukan sanitasi kandang dan 

lingkungannya, serta penanggulangan atau pengobatan 

penyakit. 

KESIMPULAN 

Pemeliharaan ayam KUB di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Kalimantan Selatan memiliki potensi 

besar dikembangkan untuk produksi telur, penghasil 

bibit maupun daging. Keragaan ayam KUB di peternak 

Kalimantan Selatan antara lain produksi telur 65-67%, 

berat telur 36,12-38,12 g/butir, konsumsi pakan 85-100 

g/ekor dan konversi pakan 3,8-3,9, daya tunas telur 

berkisar antara 90,21-92,61%, daya tetas telur 79,67-

81,18% dan berat DOC berkisar antara 34,50-36,86 

g/ekor. 

Peluang pengembangan ayam KUB di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan memiliki 

prospek yang baik dan menguntungkan dengan pola 

pemeliharaan semi-intensif maupun intensif. Strategi 

dan upaya pengembangan untuk meningkatkan 

populasi, produksi, produktivitas dan efisiensi usaha 

beternak ayam KUB perlu didukung oleh teknologi 

yaitu perbaikan kualitas dan kuantitas pakan, 

pencegahan dan pengendalian penyakit (pemanfaatan 

jamu ternak dan vaksinasi ND) secara berkala dengan 

menjaga kebersihan atau sanitasi kandang dan 

lingkungannya. 
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